SALINAN

BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 47 TAHUN 2024
TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI DI DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya
manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta
pencapaian  tujuan pembangunan  berkelanjutan
dilakukan percepatan penurunan stunting;

bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun
2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, sehingga
diperlukan percepatan penurunan stunting secara
holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi,
sinergi, dan sinkronisasi antara Perangkat Daerah,
pemerintah desa dan pemangku kepentingan;

bahwa dalam rangka memberikan arahan, landasan dan
kepastian hukum dalam melakukan percepatan
penurunan stunting perlu mengatur mengenai
Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Paser;
bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan
Penurunan Stunting di Daerah,

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang  Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953
tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 9),
Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat Il Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan
Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1939, tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953,
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan



Menetapkan

« Dha

(Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang
Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang
Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi
Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting di
Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI DI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2,
3.

Daerah adalah Kabupaten Paser.

Bupati adalah Bupati Paser.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
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Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Camat adalah pemimpin dan koordinator
penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja
kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya
memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari
Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi
daerah dan  menyelenggarakan  tugas umum
pemerintahan.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut
dengan nama lain; yang selanjutnya disebut Desa adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan  masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, mal asal
usul dan/atau hak tradisional yang diakui clan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya
disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan
fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil
dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah
dan ditetapkan secara demokratis.

Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya
disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat,
sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
pembangunan, serta meningkatkan pelayanan
masyarakat Desa.

Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan
sebagai perangkat kecamatan yang mempunyai tugas
dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan
pemerintahan di wilayah kelurahan yang dipimpin lurah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan
peraturan daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang
selanjutnya disebut RPJM Desa adalah adalah rencana
kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8
(delapan) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya
disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang
selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan
tahunan Pemerintahan Desa.

Stunting adalah  gangguan pertumbuhan dan
perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan
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infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau
tinggi badannya berada di bawah standar yang
ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan.

Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan
untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya
Stunting.

Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan
untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya
Stunting.

Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya
yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi
Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik,
integratif, dan berkualitas melalui kerja sama
multisektor di pusat, daerah, dan desa.

Rumah Desa Sehat adalah sekretariat bersama bagi para
pegiat pemberdayaan masyarakat dan  pelaku
pembangunan Desa/Kelurahan di bidang kesehatan,
yang berfungsi sebagai ruang literasi kesehatan, pusat
penyebaran informasi kesehatan dan forum advokasi
kebijakan di bidang kesehatan.

Kader Pembangunan Manusia yang selanjutnya
disingkat KPM adalah warga masyarakat
Desa/Kelurahan yang dipilih melalui musyawarah Desa
untuk bekerja membantu Pemerintah Desa/Kelurahan
dalam memfasilitasi masyarakat Desa dalam
merencanakan, melaksanakan dan mengawasi
pembangunan sumberdaya manusia di Desa/
Kelurahan.

Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan
pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting,
mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan
yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil
tindakan sedini mungkin.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan
antara target dan capaian pelaksanaan Percepatan
Penurunan Stunting.

Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan,
masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha,
media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan
tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra
pembangunan, yang terkait dengan Percepatan
Penurunan Stunting.

Konvergensi adalah sebuah pendekatan intervensi yang
dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-
sama kepada target sasaran wilayah geografis dan
rumah tangga prioritas (rumah tangga 1.000 HPK) di
lokasi dengan prioritas penanganan.

Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten yang
selanjutnya disebut TPPS Kabupaten adalah organisasi
Percepatan Penurunan Stunting di kabupaten yang
bertugas mengoordinasikan, menyinergikan dan
mengevaluasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan
Stunting di tingkat Kabupaten.
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Tim Percepatan Penurunan Stunting Kecamatan yang
selanjutnya disebut TPPS Kecamatan adalah organisasi
Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan yang
bertugas membantu koordinasi dan operasionalisasi
penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting dalam
rangka mendekatkan pelayanan koordinasi dan
konvergensi percepatan penurunan Stunting kabupaten
kepada desa dan kelurahan, serta memberikan
pendampingan dan pengawasan perencanaan dan
pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa untuk
percepatan penurunan Stunting.

Tim Percepatan Penurunan Stunting Desa/Kelurahan
yang selanjutnya disebut TPPS Desa/Kelurahan adalah
organisasi  Percepatan Penurunan  Stunting di
Desa/Kelurahan yang bertugas pada operasional data,
penggerakan dan pendampingan keluarga, dan
mengkoordinasikan secara langsung pelayanan dan
pendampingan kepada keluarga sasaran percepatan
penurunan Stunting yang dilaksanakan oleh Tim
Pendamping Keluarga, merujuk pada pembinaan dan
arahan kebijakan umum TPPS Kabupaten melalui TPPS
Kecamatan.

Prevalensi adalah konsep statistik yang mengacu pada
jumlah kasus penyakit yang hadir dalam populasi
tertentu pada waktu tertentu, sedangkan insiden
mengacu pada jumlah kasus baru yang berkembang
dalam periode waktu tertentu.

Strategi Percepatan Penurunan Stunting adalah langkah-
langkah berupa 5 (lima) pilar yang berisikan kegiatan
untuk Percepatan Penurunan Sfimting dalam rangka
pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui
pencapaian target nasional prevalensi Stunting yang
diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.
Rembuk Stunting Desa/Kelurahan adalah forum
musyawarah antara masyarakat desa dengan Pemerintah
Desa dan Badan Musyawarah Desa untuk membahas
pencegahan dan penanganan masalah kesehatan di
Desa, khususnya Stunting dengan mendayagunakan
sumber daya pembangunan yang ada di Desa.

Tim Pendamping Keluarga adalah sekelompok kader yang
terdiri dari Bidan, PKK dan Kader KB yang melaksanakan
pendampingan kepada Calon Pengantin/Calon Pasangan
Usia Subur, keluarga dan keluarga yang berisiko Stunting
yang meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan
dan fasilitasi penerimaan program bantuan sosial serta
surveilans untuk mendeteksi dini faktor resiko Stunting.
1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan adalah fase
kehidupan yang dimulai sejak terbentuknya janin pada
saat kehamilan sampai dengan anak usia dua tahun.
Komunikasi Perubahan Perilaku adalah suatu model
pendekatan sistematis dan interaktif yang bertujuan
untuk mempengaruhi dan mengubah perilaku spesifik
suatu kelompok sasaran.

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat adalah suatu tindakan
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sistematis dan terencana yang dilakukan secara
bersama-sama oleh seluruh komponen dengan
kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat
untuk meningkatkan kualitas hidup.

Paid media adalah informasi yang disebarluaskan dengan
cara membayar slot dari media terpilih (media cetak,
media broadcast, dan media digital).

Owned media adalah saluran informasi yang dikelola oleh
aset milik institusi tertentu (situs institusi, media sosial
tokoh- tokoh berpengaruh, pembuatan video yang
diunggah di youtube, dan sebagainya.

Earned Media adalah informasi yang dipublikasikan dari
cara kehumasan atau public relations (peliputan sebuah
kegiatan bersama media, wawancara tokoh tertentu, dan
sebagainya.

Pasal 2

Percepatan Penurunan Stunting di Daerah

dimaksudkan untuk :

a. sebagai dasar pelaksanaan Konvergensi program
penurunan Stunting,

b. sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah serta
seluruh unsur pelaku pembangunan di Daerah
dalam mendukung Percepatan Penurunan Stunting;
dan

c. mewujudkan generasi muda di Daerah yang sehat,
cerdas, produktif dan berkualitas serta memberi
dampak pada meningkatnya Indeks Pembangunan
Manusia (IPM).

Percepatan Penurunan Stunting di Daerah Dbertujuan

untuk:

a. mewujudkan Konvergensi program di tingkat
Daerah dalam penurunan Stunting; dan

b. meningkatkan mutu gizi perseorangan, keluarga
dan masyarakat.

BABII

PILAR DAN STRATEGI PENCEGAHAN STUNTING

(1)

(2)

Pasal 3

Target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun

2030 di Daerah dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima)

pilar dalam strategi Daerah Percepatan Penurunan

Stunting.

Pilar dalam Strategi Daerah Percepatan Penurunan

Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan
Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;

b. peningkatan Komunikasi Perubahan Perilaku dan
pemberdayaan masyarakat;

c. peningkatan Konvergensi Intervensi Spesifik dan
Intervensi Sensitif di Pemerintah Daerah dan
Pemerintah Desa;

d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada
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tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan

e. penguatan dan pengembangan sistem data,
informasi, riset, dan inovasi.

Pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan

dalam kegiatan, keluaran, target dan tahun pencapaian,

penanggung jawab dan pihak pendukung.

Kegiataan Strategi Percepatan Penurunan Stunting

meliputi:

a. menurunkan Prevalensi Stunting;

b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan
berkeluarga;

c. menjamin pemenuhan asupan gizi;

d. memperbaiki pola asuh;

e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan
kesehatan; dan

f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

BAB IlI

KEGIATAN, SASARAN, TARGET DAN INDIKATOR KINERJA

PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Pasal 4

Kegiatan penurunan Stunting meliputi;

a.
b.

(1)

(2)

(1)

(2)

3)

kegiatan untuk intervensi spesifik; dan
kegiatan untuk intervensi sensitif.

Pasal 5

Sasaran Penurunan Stunting untuk intervensi spesifik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a

diutamakan pada kelompok sasaran, meliputi:

a. ibu hamil;

b. ibu menyusui dan anak sampai dengan usia 6
(enam) bulan,;

c. ibu menyusui dan anak usia 7 (tujuh) sampai
dengan 23 (dua puluh tiga) bulan;

d. anak usia 24 (dua puluh empat) sampai dengan 59
(lima puluh sembilan) bulan;

e. remaja putri, anak usia sekolah tingkat Sekolah
Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP);

f.  wanita usia subur (WUS); dan

g. calon pengantin.

Sasaran penurunan Stunting untuk intervensi spesifik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan

kepada masyarakat umum, khususnya keluarga.

Pasal 6
Target penurunan Prevalensi Stunting ditetapkan sebesar
21% (dua puluh satu persen) pada tahun 2024 dan 20 %
(dua puluh persen) pada tahun 2025.
Target Prevalensi Stunting sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi survei status gizi yang
dilaksanakan tahun sebelumnya oleh
kementerian/lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah.
Target antara Prevalensi Stunting sebagaimana
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dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam sasaran,
indikator sasaran, target dan tahun pencapaian,
penanggung jawab dan pihak pendukung.

Target Prevalensi Stunting tahun 2026 dan seterusnya
ditetapkan dalam dokumen rencana Pembangunan
daerah.

Pasal 7
Indikator kinerja Penurunan Stunting dapat diukur,
melalui:
a. ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK) yang

o0

opgr-ET & e

g

o

(1)

mendapatkan Pemberian Makanan Tambahan (PMT)
pemulihan;

ibu hamil mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD)
minimal 90 (sembilan puluh) tablet selama kehamilan;
ibu hamil mengikuti konseling gizi dan kesehatan;
keluarga yang mengikuti bina keluarga balita;

balita kurus yang mendapatkan Pemberian Makanan
Tambahan (PMT);

partisipasi masyarakat di Posyandu;

ibu hamil yang melakukan pemeriksaan kehamilan sesuai
standar;

anak usia 6 (enam) sampai dengan 59 (lima puluh
Sembilan) bulan yang memperoleh vitamin A;

bayi usia O (nol) bulan sampai dengan 11 (sebelas) bulan
telah diimunisasi dasar secara lengkap;

balita diare yang memperoleh suplementasi zinc;

remaja putri mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD);
rumah tangga yang menggunakan sumber air bersih,;
rumah tangga yang menggunakan sanitasi layak;

rumah tangga peserta jaminan kesehatan;

keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan
(PKH) yang mendapatkan Family Development Session
(FDS) Gizi dan Kesehatan;

orang tua yang mengikuti kelas parenting;

anak Usia 2 (dua) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun
Terdaftar (Peserta Didik) di Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD);

keluarga 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (HPK)
kelompok miskin sebagai penerima Bantuan Program Non
Tunai (BPNT);

Kelurahan menerapkan Pekarangan Pangan Lestari (P2L);
layanan ibu nifas.

Pasal 8

Dalam melaksanakan S (lima) pilar Percepatan
Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2), Pemerintah Daerah dan Pemerintah
Desa meningkatkan alokasi APBD dan APB Desa sesuai
kewenangan masing-masing.

Pelaksanaan Strategi Daerah Percepatan Penurunan
Stunting dilakukan peninjauan kembali berdasarkan
hasil Evaluasi pencapaian target antara Prevalensi
Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).



BAB IV

TANGGUNG JAWAB DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 9

Tanggung jawab dan peran Pemerintah Daerah dalam
Percepatan Penurunan Stunting meliputi:

a.

merumuskan kebijakan Daerah yang mendukung
upaya Percepatan Penurunan Stunting, serta
meningkatkan peran Perangkat Daerah, Desa/Kelurahan
serta lembaga/organisasi non pemerintah dengan
mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan
pengendalian Percepatan Penurunan Stunting di
wilayahnya;

menyosialisasikan kebijakan terkait upaya Percepatan
Penurunan Stunting sebagai salah satu prioritas
pembangunan nasional, khususnya kepada kecamatan
dan Desa/Kelurahan dan; lembaga/organisasi non
pemerintah dan masyarakat;

mencanangkan komitmen bersama antara Pemerintahan
Daerah, Desa/Kelurahan, lembaga/ organisasi non
pemerintah dan unsurmasyarakat untuk mendukung
penuh upaya Percepatan Penurunan Stunting secara
konsisten dan berkelanjutan;

menyelenggarakan  pelatihan untuk  peningkatan
kapasitas Perangkat Daerah terkait dan aparat
pemerintah kecamatan, Desa/Kelurahan  dalam
melaksanakan aksi Konvergensi/aksi integrasi
penurunan Stunting,

meningkatkan dan/atau membangun system manajemen
data yang terkait dengan penurunan Stunting;
meningkatkan koordinasi dengan kantor/Lembaga,
Perangkat Daerah di tingkat provinsi, kecamatan,
Desa/Kelurahan dan pihak lainnya yang terkait dalam
pelaksanaan aksi Konvergensi /aksi integrasi penurunan
Stunting;

menyelenggarakan rembuk Stunting tahunan dengan
melibatkan unsur Perangkat Daerah terkait, kecamatan,
Desa/Kelurahan, unsur masyarakat dan pihak lainnya
yang terkait dengan upaya penurunan Stunting,
memastikan rencana program/kegiatan untuk Intervensi
Spesifik dan Intervensi Sensitif hasil rembuk Stunting
yang telah disepakati, dimuat dalam Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD)/Rencana Kerja Perangkat
Daerah (Renja PD);

mengalokasikan dana bantuan khusus bagi
Desa/Kelurahan yang kurang mampu dari aspek
pendanaan dalam upaya penurunan Stunting,
memaksimalkan pemanfaatan APBD dan Dana Alokasi
Khusus (DAK) untuk program layanan Intervensi Spesifik
dan Intervensi Sensitif melalui proses penetapan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-
PD);

memastikan bahwa APB Desa telah sesuai dengan
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kebijakan Bupati tentang upaya Percepatan Penurunan
Stunting, serta serasi dan sinergi dengan program dan
kegiatan dalam Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
yang dilaksanakan pada saat evaluasi rancangan
Peraturan Desa tentang APB Desa;

mengoordinasikan bantuan dari masyarakat, dunia
usaha, donor, serta pihak lainnya yang terkait dalam
upaya penurunan Stunting ke kelompok sasaran dan
lokasi Desa;

meningkatkan pelayanan Intervensi Spesifik dan
Intervensi Sensitif kepada kelompok sasaran;

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan
penurunan Stunting yang dilakukan oleh
Desa/Kelurahan;

melakukan penilaian kinerja Desa/Kelurahan dalam
penurunan Stunting sebagai tugas pembinaan dan
pengawasan; dan

mempublikasikan hasil capaian kinerja penurunan
Stunting.

Pasal 10
Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah, Pemangku
Kepentingan, kecamatan, Desa/Kelurahan, lembaga |,
dan/atau organisasi non pemerintah yang mendukung
upaya Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 melaksanakan perannya sesuai
tugas fungsi dan kewenangannya.
Perangkat Daerah dan Pemangku  Kepentingan
melaksanakan tanggung jawab dan perannya sesuai tugas
fungsi dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dengan menyelenggarakan urusan pemerintahan
antara lain:
urusan Pendidikan;
urusan Kesehatan;
urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
urusan Sosial;
urusan Pangan,;
urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana;
urusan Komunikasi dan Informatika;
urusan Perikanan; dan
urusan Penunjang Bidang Perencanaan.

Corp @ee oo

Pasal 11
Dalam melaksanakan Strategi Percepatan Penurunan
Stunting maka tanggung jawab dan peran Perangkat
Daerah sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
Uraian Strategi Percepatan Penurunan Stunting
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
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Pasal 12
Dalam pelaksanaan Strategi Percepatan Penurunan
Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4)
maka disusun rencana aksi Daerah melalui pendekatan
keluarga berisiko Stunting.
Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit
mencakup:
a. penyediaan data keluarga berisiko Stunting;
b. pendampingan keluarga berisiko Stunting;
c. pendampingan semua calon pengantin/calon
Pasangan Usia Subur (PUS);
d. surveilans keluarga berisiko Stunting;
e. audit kasus Stunting.
f. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan;
dan
g. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah
Desa dan Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan
Percepatan Penurunan  Stunting, dan dilakukan
monitoring serta evaluasi secara berkala.

Pasal 13

Penyediaan  data  keluarga  berisiko Stunting

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf

a bertujuan untuk menyediakan data operasional

melalui:

a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon
pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga)
bulan pranikah;

b. penapisan ibu hamil;

c. penapisankeluarga terhadap ketersediaan
pangan, pola makan, dan asupan gizi;

d. penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur
(PUS) pasca persalinan dan pasca keguguran,;

e. penapisan keluarga  terhadap pengasuhan anak
berusia di bawah lima tahun (balita);

f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana
jamban dan air bersih; dan

g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana
rumah sehat.

Pendampingan keluarga berisiko Stunting sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b bertujuan

untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan
melalui:

a. penyuluhan;

b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan

c. fasilitasi penerimaan program bantuan sosial.

Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan

Usia Subur (PUS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

ayat (3) huruf c¢ berkewajiban diberikan 3 (tiga) bulan
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pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.

Keluarga berisiko Stunting sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (3) huruf d digunakan sebagai
pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan
dalam Percepatan Penurunan Stunting.

Audit kasus Stunting sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (3) huruf e bertujuan untuk mencari
penyebab terjadinya kasus Stunting sebagai upaya
pencegahan terjadinya kasus serupa dengan jumlah
sasaran sesuai dengan standar audit kasus bidang
kesehatan.

BAB V

PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

(1)

(2)

(1)

Bagian Kesatu
Tingkat Kabupaten

Pasal 14
Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan
Penurunan Stunting di tingkat Daerah, dibentuk TPPS
Kabupaten.
TPPS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan
mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan
Stunting di tingkat Daerah.
Keanggotaan TPPS Kabupaten sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) terdiri atas unsur Perangkat Daerah dan
Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
TPPS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terdiri atas:
a. Pengarah; dan
b. Pelaksana.
Pembentukan TPPS Kabupaten sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b
berpedoman pada mekanisme tata kerja dan didukung
oleh sekretariat Pelaksana yang bertugas memberikan
dukungan substansi, teknis, dan administrasi
penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting.
Sekretariat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) bersifat ex-officio, yang secara fungsional
dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah
menyelenggarakan urusan  pemerintahan dibidang
pengendalian penduduk dan keluarga berencana
dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait dan
Pemangku Kepentingan.

Pasal 16

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan
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Percepatan Penurunan  Stunting, Perangkat Daerah
melakukan :

a.
b.
¢,

d.
e

(1)

penguatan perencanaan dan penganggaran;

peningkatan kualitas pelaksanaan;

peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan
pelaporan;

peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi
kepada Pemerintah Desa dalam perencanaan dan
penganggaran program dan kegiatan pembangunan
Desa terkait Percepatan Penurunan Stunting sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting

Perangkat Daerah  dapat melibatkan Tenaga

pendamping yang berasal dari Kementerian/Lembaga

Negara.

Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) paling sedikit terdiri dari atas:

a. Tenaga Pendamping Profesional (Tenaga Ahli
Pemberdayaan Masyarakat, Pendamping Desa,
Pendamping Lokal Desa) dari Kementerian yang
menangani urusan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa; dan

b. Tenaga Pendamping Program Keluarga Harapan
(PKH) dari Kementerian yang menangani urusan
Sosial.

Bagian Kedua
Tingkat Kecamatan

Pasal 18

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan
Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud ayat
(2) kecamatan melakukan hal — hal sebagai berikut:

a.

b.

C.

melaksanakan koordinasi intervensi pencegahan
Stunting;

melakukan reviu atas usulan RKP Desa dan atau
rencana kerja anggaran Kelurahan;

menyelenggarakan rapat koordinasi dan rembuk
Stunting tingkat kecamatan;

mendukung proses perencanaan dan penyelenggaraan
berbasis data terkait pencegahan dan penurunan
Stunting;

penguatan Pemerintah Desa/Kelurahan dan
kelembagaan masyarakat desa/Kelurahan terkait
kegiatan pencegahan dan penurunan Stunting;
melakukan Pemantauan pelaksanaan  program/
kegiatan terkait pencegahan dan penurunan Stunting
tingkat Desa/Kelurahan;

mendukung Pemantauan dan verifikasi data yang
dibutuhkan untuk pencegahan dan penurunan
Stunting; dan
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menyusun laporan Pemantauan dan Evaluasi hasil
akhir pencegahan dan penurunan Stunting.

Bagian Ketiga
Tingkat Desa

Pasal 19
Pemerintah Desa mengoordinasikan dan melaksanakan
Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Desa.
Pemerintah Desa memprioritaskan penggunaan dana
Desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan
Penurunan Stunting.
Pemerintah Desa mengoptimalkan program dan kegiatan
pembangunan Desa dalam mendukung penyelenggaraan
Percepatan Penurunan Stunting.

Pasal 20
Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan
Stunting, Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa dapat
melibatkan Kementerian/lembaga, dan Pemangku
Kepentingan.
Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan secara konvergen dan terintegrasi.

BAB VI

TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN DESA/KELURAHAN

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab dan Kewenangan Desa

(1)

(2)

(3)

Pasal 21
Desa memiliki tanggung jawab dalam upaya pencegahan,
penanganan, dan penurunan Stunting terintegrasi di
tingkat Desa.
Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Desa yang
meliputi:
a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
b. kewenangan lokal berskala Desa; dan
c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah
Daerah.
Upaya pencegahan, penanganan dan penurunan Stunting
terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui Konvergensi pencegahan, penanganan
dan penurunan Stunting termasuk pengalokasian
anggaran dalam APB Desa.
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Bagian Kedua

Tanggung Jawab dan Kewenangan Kelurahan

(1)

Pasal 22

Kelurahan memiliki tanggung jawab yang menjadi
kewenangannya dalam upaya pencegahan, penanganan
dan penurunan Stunting terintegrasi di tingkat Kelurahan.
Upaya pencegahan, penanganan dan penurunan Stunting
terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui Konvergensi pencegahan, penanganan
dan penurunan Stunting termasuk pengalokasian anggaran
yang bersumber dari APBD.

Bagian Ketiga
Jenis Kegiatan Berdasarkan Kewenangan Desa/Kelurahan
Pasal 23

Jenis kegiatan yang menjadi kewenangan Desa/Kelurahan

meliputi:

a. pembinaan kesehatan masyarakat;

b. pengelolaan air minum berskala lokal Desa dan antar
Desa;

c. pengembangan pos kesehatan Desa dan poliklinik Desa;

d. pengelolaan dan pembinaan posyandu;

e. penyediaan alat-alat pendukung layanan kesehatan,
seperti antropometri dan alat kesehatan pendukung
lainnya;

f. pembinaan dan pelatihan kader posyandu, Kader Tim
Pendamping Keluarga, Kader Poktan, KPM,;

g. penyediaan operasional/honorarium kader;

h. pemberian makanan tambahan melaui dapur sehat atasi
Stunting;

i.  gerakan hidup bersih dan sehat;

j. Pemantauan, pertumbuhan dan perkembangan anak
berusia dibawah lima tahun (Balita) melalui layanan
posyandu termasuk kunjungan rumah kepada yang tidak
datang posyandu;

k. pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga;,

1. pengadaan sarana prasarana Kkesehatan tingkat
Desa/Kelurahan;

m. penyelenggaraan upaya promosi kesehatan,

n. fasilitasi penyelenggaraan Desa siaga;

0. pengelolaan dan pengembangan Rumah Desa Sehat;

p. Rembuk Stunting Desa/Kelurahan;

q. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;

r. fasilitasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan
kelas pengasuhan;

s. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;

t. fasilitasi pembangunan dan pengelolaan tempat mandi,
cuci dan kakus komunal;

u. pembangunan jamban keluarga miskin, terutama

keluarga yang memiliki anggota keluarga sasaran 1000
(seribu) Hari Pertama Kehidupan;



aa.

bb.

CC.

dd.

ce.

SR

ii.

(1)

(2)
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fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan bagi keluarga
miskin, terutama keluarga yang memiliki anggota
keluarga sasaran 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan;
pelaksanaan penyuluhan tentang keluarga berencana;
pengelolaan kelompok Bina Keluarga Balita;

fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin dalam
keluarga berencana;

fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin untuk
mendapatkan jaminan kesehatan;

fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin untuk
mendapatkan jaminan pendidikan yang layak;

fasilitasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini
holistic integrative;

penyediaan sarana prasarana bermain anak;

penyuluhan pencegahan pernikahan dini;

fasilitasi calon pengantin/calon pasangan usia subur
(PUS);

pendataan keluarga beresiko Stunting;

Evaluasi Tim Pendamping Keluarga Tingkat Desa;

. penyebarluasan informasi melalui berbagai media yang

ada di Desa;

fasilitasi jaminan perlindungan sosial;

pengembangan ketahanan pangan salah satunya melalui
kegiatan Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman
(B2SA); dan

penyediaan bahan tata laksana gizi buruk.

Pasal 24

Kegiatan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang menjadi

kewenangan Desa dan Kelurahan dikelompokkan dalam

7 (tujuh) paket layanan intervensi Stunting sebagai

berikut:

a. kesehatan ibu dan anak (KIA);

b. konseling gizi terpadu;

c. air bersih dan sanitasi;

d perlindungan sosial,;

e. pendidikan anak usia dini (PAUD);

f. pengasuhan anak di keluarga; dan

g. pendayagunaan lahan pekarangan dan tanah kas
Desa.

Pemerintah Desa/Kelurahan berkewajiban memfasilitasi

kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);-meliputi:

a. mengelola pelaksanaan program/kegiatan layanan
intervensi gizi Intervensi Spesifik dan Intervensi
Sensitif secara terpadu dan terintegrasi sesuai
dengan kewenangannya,

b. mengelola pemberian 7 (tujuh) paket layanan
pencegahan Stunting kepada semua kelompok
sasaran sesuai dengan kebutuhan sasaran;

c. pengasuhan anak di keluarga berupa pemberian
layanan bagi remaja, pasangan usia subur dan upaya
pencegahan perkawinan anak; dan
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d. pendayagunaan lahan pekarangan penduduk dan
tanah kas Desa guna pembangunan dan
pengembangan usaha kandang, kolam dan kebun
(3K).

(3) Tanggung jawab Pemerintah Desa/Kelurahan dalam
rangka pelaksanaan kegiatan Konvergensi pencegahan,
penanganan dan penurunan Stunting di tingkat
Desa/Kelurahan meliputi:

a. melakukan Konvergensi dalam perencanaan dan
penganggaran program dan kegiatan pembangunan
Desa untuk mendukung pencegahan Stunting;

b. memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan
memanfaatkan paket layanan intervensi gizi
prioritas; dan

c. memperkuat Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan
pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta
mengkoordinir pendataan sasaran dan
pemutakhiran data cakupan intervensi secara rutin.

(4) Pemerintah  Desa/Kelurahan dalam  pelaksanaan
kegiatan = Konvergensi pencegahan, penanganan dan
penurunan Stunting berkerjasama dengan lintas program
dan lintas sektor yang terkait.

Bagian Keempat
Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 25
Perencanaan dan penganggaran kegiatan Konvergensi
pencegahan, penanganan dan penurunan Stunting di
Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat
(2) huruf ¢, meliputi:
a. perencanaan kegiatan;dan
b. penganggaran.

Pasal 26
(1) Program dan kegiatan Konvergensi pencegahan,
penanganan dan penurunan Stunting tingkat Desa harus
selaras dan tercantum dalam dokumen perencanaan
pembangunan Desa.
(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas:
a. RPJM Desa; dan
b. RKP Desa.

(3) Program dan kegiatan Konvergensi Pencegahan,
Penanganan dan Penurunan Stunting tingkat Kelurahan
menjadi usulan Kelurahan dalam musyawarah
perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 27
(1) Kegiatan Konvergensi pencegahan, penanganan dan
penurunan Stunting di Desa dianggarkan dalam APB Desa
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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Kegiatan Konvergensi pencegahan, penanganan dan
penurunan Stunting di Kelurahan dianggarkan dalam
APBD.

Dalam rangka mengoptimalkan kinerja Konvergensi
Percepatan Penurunan Stunting di Desa dan Kelurahan
dapat didukung dari sumber lain yang sah dan tidak
mengikat.

Bagian Kelima
Pengorganisasian

Pasal 28
Pengorganisasian kegiatan Konvergensi pencegahan,
penanganan dan penurunan Stunting di Desa/Kelurahan
bertujuan untuk mendorong partisipasi seluruh unsur
masyarakat.
Pengorganisasian dilakukan oleh:
Pemerintah Desa/Kelurahan;
LKD;
KPM;
Kader Tim Pendamping Keluarga;
Rumah Desa Sehat;
Pemangku Kepentingan terkait/penyedia layanan;
dan
g. TPPS Desa/Kelurahan.
Rumah Desa Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf e, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
KPM dan Rumah Desa Sehat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf ¢ dan huruf e dalam melaksanakan tugas
dan fungsi, mengacu pada pedoman umum sebagaimana
ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
TPPS Desa/Kelurahan melaksanakan tugas dan perannya
merujuk pada pembinaan dan arahan kebijakan umum
TPPS Kabupaten melalui TPPS Kecamatan.
Pembentukan TPPS Desa/Kelurahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan
kepala Desa/Lurah.

MO0 o

Bagian Keenam
Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 29

Pelaksanaan kegiatan Konvergensi pencegahan, penanganan
dan penurunan Stunting di Desa/Kelurahan dilakukan melalui

kegiatan sebagaimana berikut:

a.
b.

i
d.
£

pemetaan sosial;

diskusi kelompok terarah di Desa/Kelurahan dan/atau
antar Desa/Kelurahan;

Rembuk Stunting Desa/Kelurahan;

kampanye Stunting; dan

advokasi pencegahan Stunting di Desa/Kelurahan.
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Pasal 30

Pemetaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
huruf a, dilaksanakan untuk mengidentifikasi dan
mendata status layanan remaja, calon pengantin, sasaran
rumah tangga 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (Ibu
Hamil, Ibu Menyusui, dan anak usia 0 — 24 bulan) dan
kondisi pelayanan sosial dasar di Desa/Kelurahan.
Pemetaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan melalui:
a. wawancara;
b. pertemuan kelompok atau diskusi tematik (Focus

Group Discussion);
c. penggalian data sekunder; dan
d. observasi/kunjungan langsung.

Pasal 31

Diskusi  kelompok terarah di  Desa/Kelurahan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b

dilaksanakan melalui Rumah Desa Sehat.

Diskusi kelompok terarah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) merupakan pembahasan tentang beragam upaya

pencegahan Stunting dengan berpedoman pada hasil
pemetaan sosial.

Cakupan materi diskusi kelompok terarah di

Desa/Kelurahan meliputi:

a. penggunaan data kondisi layanan dan sasaran
rumah tangga 1000 (seribu) Hari Pertama
Kehidupan, remaja, dan calon pengantin,;

b. perumusan usulan program/kegiatan intervensi
layanan gizi spesifik dan sensitif yang disusun
berdasarkan data kondisi layanan dan sasaran
rumah tangga 1000 (seribu) Hari Pertama
Kehidupan, remaja, dan calon pengantin,;

c. pembahasan bersama para pegiat pemberdayaan
masyarakat dan pelaku pembangunan yang peduli
dengan upaya pencegahan Stunting di Desa dalam
Rembuk Stunting.

d. advokasi wusulan program/kegiatan intervensi
layanan gizi spesifik dan sensitif bagi sasaran rumah
tangga 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan,
remaja, dan calon pengantin, dalam perencanaan
pembangunan di Desa; dan

e. advokasi prioritas penggunaan dana Desa dan
sumber dana lainnya yang sah untuk pendanaan
program/kegiatan intervensi layanan spesifik dan
sensitif bagi sasaran rumah tangga 1000 (seribu) Hari
Pertama Kehidupan, remaja, dan calon pengantin.

Pasal 32
Rembuk Stunting Desa/Kelurahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 huruf ¢, dilaksanakan sebelum
musyawarah Desa/Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Kelurahan untuk penyusunan
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perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan tahun

berikutnya.

(2) Rembuk Stunting Desa/Kelurahan berfungsi sebagai
forum musyawarah antara masyarakat Desa/Kelurahan
dengan Pemerintah Desa/Kelurahan dan/atau BPD
dengan mendayagunakan sumber daya pembangunan
yang ada di Desa/Kelurahan.

(3) Dalam rangka mendorong partisipasi aktif masyarakat,
dilakukan penyebaran informasi/publikasi tentang hasil
diskusi kelompok terarah sebelum diselenggarakan
Rembuk Stunting Desa/Kelurahan.

(4) Kegiatan utama dalam Rembuk Stunting Desa/Kelurahan
terdiri atas:

a. pembahasan usulan program/kegiatan Intervensi
Spesifik dan Intervensi Sensitif yang disusun dalam
diskusi kelompok terarah di Rumah Desa Sehat
dan/atau Musyawarah Desa; dan

b. pembahasan dan penyepakatan prioritas usulan
program/kegiatan intervensi gizi spesifik dan sensitif.

(5) Kesepakatan hasil Rembuk Stunting Desa/Kelurahan
dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh
perwakilan pengurus Rumah Desa Sehat, masyarakat
Desa/Kelurahan, dan Pemerintah Desa/Kelurahan.

Pasal 33

(1) Kampanye Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal
29 huruf d merupakan kegiatan penyebarluasan informasi
sebelum dan sesudah Rembuk Stunting Desa/Kelurahan
melalui berbagai media yang dilakukan secara
berkelanjutan.

(2) Media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
menggunakan media cetak, elektronik, media sosial atau
melalui kegiatan festival Desa/Kelurahan tentang layanan
dasar, bazar pangan lokal, perlombaan bayi/anak sehat,
dan kegiatan sejenis lainnya.

Pasal 34
Advokasi pencegahan Stunting  di Desa/Kelurahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e, merupakan
penyampaian hasil Rembuk Stunting Desa/Kelurahan kepada
Kepala Desa/Lurah dan/atau BPD sebagai bentuk usulan
masyarakat dalam RPJM Desa, RKP Desa/Usulan Kelurahan,
dan/atau APB Desa/APBD.

Bagian Ketujuh
Peran Serta Masyarakat

Pasal 35
(1) Pemerintah Desa/Kelurahan berkewajiban melibatkan
Masyarakat dalam pelaksanaan pencegahan dan
penangan Stunting.
(2) Pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) yaitu melalui pemberdayaan dan pembinaan LKD
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(4)

(1)

(2)

(3)
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dan/atau unsur lainnya yang ada di wilayah
Desa/Kelurahan setempat.

Dalam rangka pencegahan, penanganan dan penurunan
Stunting, masyarakat dapat menyampaikan
permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan
masalah di bidang kesehatan dan gizi melalui pertemuan
yang dilaksanakan di Desa/Kelurahan.

Pemerintah Desa/Kelurahan bersama dengan Perangkat
Daerah terkait membina, mendorong dan menggerakkan
swadaya masyarakat di bidang gizi dan Pencegahan,
Penanganan dan Penurunan Stunting agar dapat lebih
berdaya guna dan berhasil guna.

Bagian Kedelapan
Pembentukan KPM

Pasal 36

Pemerintah Desa/Kelurahan memfasilitasi pembentukan

KPM yang berasal dari masyarakat Desa/Kelurahan

terutama yang peduli dengan pembangunan manusia di

Desa/Kelurahan.

KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:

a. memfasilitasi pemetaan sosial untuk
mengidentifikasi status intervensi spesifik dan
intervensi sensitif pada rumah tangga yang memiliki
ibu hamil, ibu menyusui dan anak usia 0 (nol)-23
(dua puluh tiga) bulan;

b. memfasilitasi pengukuran panjang/tinggi badan
balita sebagai deteksi dini Stunting;

c. memonitor dan memastikan rumah tangga yang
memiliki ibu hamil, ibu menyusui dan anak usia 0
(nol) -23 (dua puluh tiga) bulan mendapatkan 5 (lima)
paket pelayanan utama dalam penangan Stunting di
Desa;

d. memfasilitasi diskusi terarah untuk membahas
permasalahan Stunting di Desa/Kelurahan terkait
pengusulan kegiatan pencegahan, penanganan dan
penurunan Stunting dalam RKP Desa dan APBDes
serta Rencana Kerja Kecamatan pada bagian
Kelurahan; dan

e. menyampaikan pelaporan hasil pelaksanaan tugas
kepada Kepala Desa/Lurah.

Dalam hal pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud

ayat (1), KPM berkonsultasi dengan tenaga kesehatan

atau bidan Desa setempat dan berkoordinasi dengan
kader posyandu.
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BAB VII

PENDEKATAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

(1)

(2)

(3)

Bagian Kesatu
Edukasi dan Penyuluhan Gizi

Pasal 37
Edukasi gizi diselenggarakan dalam rangka menciptakan
pemahaman yang sama tentang hal-hal terkait dengan
kebutuhan gizi sesuai siklus hidup.
Edukasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi pengertian gizi, masalah gizi, faktor-faktor yang
memengaruhi pertumbuhan, masalah kesehatan dan
menerapkan praktik-praktik yang baik dan benar untuk
memperbaiki keadaan gizi.
Edukasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselenggarakan secara periodik oleh TPPS Daerah.

Bagian Kedua
Komunikasi Perubahan Perilaku

Pasal 38

Landasan Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku Percepatan
Penurunan Stunting di Daerah;-meliputi:

a.

kampanye perubahan perilaku bagi masyarakat umum
yvang konsisten dan berkelanjutan, dengan memastikan
pengembangan pesan, pemilihan saluran komunikasi,
dan pengukuran dampak komunikasi yang efektif, efisien,
tepat sasaran, konsisten dan berkelanjutan.

kampanye yang dilakukan akan dilaksanakan dengan
mempertimbangkan konteks kearifan nilai budaya lokal.
komunikasi antar pribadi sesuai konteks sasaran, dengan
memastikan pengembangan pesan sesuai dengan
kebutuhan kelompok sasaran seperti Posyandu,
kunjungan rumah, konseling pernikahan, konseling
reproduksi remaja, dan sebagainya dengan
mempertimbangkan kearifan nilai budaya lokal.

advokasi berkelanjutan kepada pengambil keputusan,
dengan memastikan terselenggaranya penjangkauan yang

sistematis terhadap para pengambil keputusan
berdasarkan regulasi disetiap tingkatan pemerintahan
mulai dari tingkat Desa/Kelurahan sampai dengan
kabupaten untuk mendukung Percepatan Penurunan
Stunting melalui penyediaan alat bantu, dan
pengembangan kapasitas penyelenggara kampanye dan
Komunikasi Perubahan Perilaku.

Pengembangan kapasitas dengan memberikan
pengetahuan dan pelatihan bagi penyelenggara kampanye
dan Komunikasi Perubahan Perilaku yang efektif dan
efisien.

mengelola saluran komunikasi yaitu sarana atau
perangkat yang digunakan untuk menyampaikan pesan-
pesan kepada kelompok sasaran yang terdiri atas:

1. pertemuan tatap muka (forum pertemuan,
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pertemuan koalisi, pemberian konseling antar
pribadi, sosialisasi, edukasi kelompok besar hingga
kecil, rembuk Stunting, rapat koordinasi, dan
sebagainya); dan

2. menggunakan media perantara, diantaranya:
a) paid media;
b) owned media; dan
c) Earned Media.

Pasal 39

Metode Komunikasi Perubahan Perilaku, meliputi:

a.

(1)
(2)

(4)

kampanye perubahan perilaku bagi masyarakat umum
yang konsisten dan berkelanjutan sehingga pesan yang
disampaikan tepat sasaran sesuai dengan kearifan lokal
budaya masyarakat;

komunikasi antar pribadi sesuai dengan konteks sasaran,
sehingga pesan yang disampaikan pada sasaran langsung
seperti pada kelompok posyandu, kunjungan rumabh,
konseling pernikahan, konseling reproduksi remaja;
pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk menciptakan
kesadaran, kemauan, serta kemampuan individu,
keluarga dan kelompok masyarakat dalam rangka
meningkatkan kepedulian dan peran aktif di berbagai
upaya kesehatan;

advokasi pada penentu kebijakan pengambil keputusan
pada tingkat kabupaten, kecamatan, Desa/Kelurahan
sehingga dapat mendukung upaya Percepatan Penurunan
Stunting di Daerah;

melakukan pendekatan serta menjalin kemitraan dengan
tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi
profesi, lintas sektor, swasta/dunia usaha serta kelompok
potensial lainnya untuk mendukung penurunan Stunting,
dan

mengembangkan dan menggunakan berbagai jenis media
Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) yang
mendukung Percepatan Penurunan Stunting.

Bagian Ketiga
Kemandirian Keluarga

Pasal 40

Dalam upaya penurunan Stunting dilakukan strategi
edukasi kesehatan dan gizi melalui kemandirian keluarga.
Strategi edukasi kesehatan dan gizi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara promotif dan
preventif melalui intervensi perubahan perilaku individu,
keluarga dan masyarakat.

Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan
keluarga untuk mengenali, menilai dan melakukan
tindakan secara mandiri yang didampingi oleh tenaga
kesehatan dan kader kesehatan secara berkala, terus
menerus dan terintegrasi.

Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat



(2)

(3)
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(1) dapat dilihat dari berbagai indikator, meliputi:

a. kesadaran keluarga tentang pentingnya kesehatan
dan gizi;

b. mengetahui anggota keluarganya mengalami

masalah kesehatan dan gizi;

mengetahui tindakan yang harus dilakukan;

memanfaatkan dan berupaya mengakses pelayanan

kesehatan yang disediakan; dan

e. mempunyai akses pangan untuk keluarga.

oo

Bagian Keempat
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Pasal 41

Dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting di Daerah
dilakukan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka mensinergikan
tindakan upaya promotif dan preventif terkait Stunting
serta meningkatkan produktivitas masyarakat melalui:
a. peningkatan aktivitas fisik;
b. peningkatan perilaku hidup sehat;
c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan

giz1;
d. peningkatan Percepatan deteksi dini penyakit;
e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
f. peningkatan edukasi hidup sehat.
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disosialisasikan oleh TPPS.

Bagian Kelima

Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan

(1)

(2)

Pasal 42

Gerakan 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan

merupakan komitmen bersama antara Pemerintah

Daerah dan masyarakat sebagai gerakan partisipasi

untuk Percepatan Penurunan Stunting dan mencegah

anak bermasalah gizi serta Stunting baru

Gerakan 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:

a. penggalangan partisipasi dan kepedulian para
Pemangku Kepentingan secara terencana,;

b. koordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun
bayi pada 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan,;

c. kebutuhan gizi janin maupun bayi pada 1.000
(seribu) Hari Pertama Kehidupan;

d. status gizi dan penanganan pada ibu hamil (terutama
pada ibu hamil KEK dan Anemia);

e. ibu menyusui:

f. dukungan pada ibu saat persalinan dan IMD untuk
keberhasilan Gerakan Asi Eklusif pada bayi usia O
(nol) — 6 (enam) bulan,;

g. dukungan PMT pada ibu hamil:



(3)

-25-

h. dukungan pemberian tablet tambah darah pada ibu

hamil;

i. dukungan pemeriksaan antenatal/ANC pada ibu
hamil; dan

J- pendampingan ibu hamil yang bermasalah gizi dan
berisiko.

Gerakan 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
melalui:

a. penandatangan pakta integritas oleh Pemerintah
Daerah, Masyarakat dan Pemangku Kepentingan
terkait; dan

b. komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik
formal maupun non formal.

Bagian Keenam
Penyuluhan Gizi

Pasal 43
Penyuluhan gizi kepada masyarakat dalam rangka upaya
penurunan Stunting dapat diselenggarakan di dalam
gedung dan di luar gedung.
Penyuluhan gizi di dalam gedung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui konseling gizi di
Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya
sebagai bagian dari upaya kesehatan perorangan.
Penyuluhan gizi di luar gedung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diselenggarakan di posyandu dan
pertemuan-pertemuan kelompok masyarakat.
Penyuluhan gizi dalam upaya penurunan Stunting dapat
dilakukan di rumah sakit dalam bentuk konseling gizi di
ruang rawat inap dan ruang rawat jalan serta penyuluhan
kelompok di ruang rawat jalan.
Penyuluhan gizi dilakukan dengan berbagai teknik dan
media berasal dari bahan pangan beragam yang
terjangkau, bergizi dan aman.

BAB X

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 44

Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan bertujuan untuk:

a.

b.

C.

mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan
Percepatan Penurunan Stunting,

memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan
Percepatan Penurunan Stunting;

menjadi pertimbangan perencanaan dan penganggaran
serta peningkatan akuntabilitas Percepatan Penurunan
Stunting,

memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan,
keluaran dan target Strategi Daerah Percepatan
Penurunan Stunting dan rencana aksi nasional; dan
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menjadi pertimbangan pemberian rekomendasi untuk
pencapaian keberhasilan pelaksanaan Percepatan
Penurunan Stunting.

Pasal 45

Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan

Penurunan Stunting dilakukan oleh Perangkat Daerah,

termasuk kecamatan dan Pemerintah Desa sesuai

dengan kewenangannya.

Ketua TPPS mengoordinasikan Pemantauan dan

Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting,

Perangkat Daerah termasuk kecamatan dan Pemerintah

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan

Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) didukung dengan:

a. sistem manajemen data terpadu di pusat, daerah,
dan Desa dengan memaksimalkan sistem
informasi yang sudah ada melalui mekanisme Satu
Data Indonesia sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang - undangan; dan

b. riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan
hasil riset dan inovasi.

Pasal 46

Ketua TPPS mengoordinasikan laporan mengenai
penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting untuk
disampaikan kepada Bupati selaku Ketua Pengarah 2
(dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu
apabila diperlukan.

Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan
Percepatan Penurunan Stunting kepada gubernur 2
(dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu - waktu
apabila diperlukan.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 47
Ketua TPPS melakukan pembinaan dan pengawasan
pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting di Daerah.
Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Bupati
paling sedikit sekali dalam setahun.

Pasal 48

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Percepatan
Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal
47 dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Ketua TPPS.
Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua TPPS
dibantu oleh Tim TPPS Terintegrasi.

Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri
dari Perangkat Daerah, masyarakat, akademisi, praktisi



= 07 =

dan pelaku usaha adalah bagian dari TPPS.

BAB XII
PENGHARGAAN

Pasal 49

(1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada
perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau institusi
yang peduli terhadap pelaksanaan percepatan
pencegahan dan penurunan Stunting di Daerah.

(2) Perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau institusi
sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas:

KPM;

Kader Posyandu;

Bapak/Bunda Asuh anak Stunting;

LKD;

Pemerintah Desa;

Organisasi Kemasyarakatan /profesi;

Pihak ketiga; dan

Anggota Masyarakat lainnya.

(3) Pemberian penghargaan dapat berupa piagam/piala
dan/atau uang yang ditetapkan meiaiui keputusan
Bupati.

(4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) untuk kader posyandu diberikan dalam bentuk
insentif yang besarannya ditetapkan melalui Surat
Keputusan Bupati.

SRmoe oo op

BAB XIII
PEMBIAYAAN

Pasal 50
Pembiayaan atas pelaksanaan percepatan pencegahan dan
penurunan Stunting di Daerah dapat bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
b. APB Desa; dan
c. sumber biaya lain yang sah dan tidak mengikat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang — undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Paser Nomor 57 Tahun 2023 tentang Kewenangan
Desa/Kelurahan Dalam Pencegahan, Penanganan dan
Penurunan Stunting Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten
Paser Tahun 2023 Nomor 57), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 52
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 27 Desember 2024

BUPATI PASER,
ttd
FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 27 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,
ttd
KATSUL WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2024 NOMOR 47

~—SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
~KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER,

" ANDIL AZIY
PEMBINAiTKI
NIP. 19680816 199803 1 007




I'1avd INHVA

PN

YASvVd LLvdNd

L00 T €08661 91808961 'dIN

‘gESVd "av VALES WNYNH NVIDVE VIVdET -
VANIISY NVONAA IVNSES NVNITVS

[ ML)VNIgIWHd

‘wedunuaday]
nySuBWdd UBD ‘UBJBUIBIIY
‘ueyeyasay seulg

UBJeyasay
seulq

UBIBWEIIY
gejulaiiad
‘ueyByasSdY

3ueprg

%00T :1931e],

Bpuyumg uweuninuad yniun 1218
ISUQAIR)UT UBNBIUBWD] WEep
NTUOLIYR 1218 SUB[IDAINS BleP
wa)sis uesjIsejudwadunduaw

Suek UBIBWEIIY ISBIUISI]

‘ue8unuaday nysueuad
uep ‘ueelepnqoy

Uep ueyIpipuad

seulq ‘Sueqiepaddeg

gueqirepaddeg

ueelepngay
uep ueyIpIpuad
sueprg
‘ue8uequiaduad
uep uenipauad
‘UBBUBIUII]
Suepig

uauINo(q
1 :308re],

‘Bunyuns

ueuNINUa ueyedadiad ynijun
uenyejeduad 18equaq (weofi)d)
elioy BUBOUAI  BAUUNSNSIYL

‘uenyeladuad
ueeopesuad
wa)sIs UegueqUILFUIW ‘P

‘uegdunjuaday]
nyduewag uep 133ur],
wenan3iad ‘vdddgidd

UBJBWEIIY]
‘ueeiepngay
uep uedIpipuad
Sueprg “feuy
uep uendwaidd
uegunpuiIad
UEp BUBOUAIY
edren(ay
‘aenduwaiad
ueeRABpI2qUId]
3uepig
‘ueuequiaduad
uep UEnIRudd
‘UBBUBOUIIN]

‘133un
wenangiod eurey( LI IN[EEUW

ISBAOUT UBP
josLI [Isey uejeejuewad

INMI




‘uedunuaday nyguewag

BSID UBD UBJBWEIIN
‘s UBp JesqBIBASEN
ueeARpIaqUa]

3uepiq “Yeuy uep
uenduraiod UB3uUnNpuIlIad
uBep BUBOUIYG

edrenay ‘uendurarag
ueBABpIaquUIDg

uep BSI(] YejuLwad Sueplq ‘uejeyasay ‘1218 uednse Sisadg
‘uUBjRUIBIOY ‘Ydddeidd Fueplq ‘ueduequiaduag ueyeque) uespedepuawr ISUIAIIU]
SBUI(] ‘UBJBYISIY  SBUI(] UBIBYasSay uep ueniauad guek (>a1) HIuoIy ueueie]
‘aNd seulq ‘Suequepaddeg seul( ‘ueeuBIUAIY] dueplg 2,06 19818, B8Iouy Jueiny [wey ngr °| eAuRIpasIo],
DNNMNANEd
JMVHId NVA VOVAHINE'T avmve NVHVINRHNAL NVIVdVONHd NNHV.L NVIVSVS JdOLVIIANI NVIVSVS
‘HVIAVA LVIDNVIAd DNNDODNVNHJ NVSNN NVd LIDAVL

bunyumg ueuninusd uejedadiod erejuy jodie], 'y

ONIINNLS NVNNANNAd NVLVdHEOIHd IDHLVALS

HVIHVA 1d ONILNNILS

NVNNANNAD NV.LVdIOIHd ONVLINHL
$C¢0C NNHV.L L+ dOWON

JHSVd LLVdNd NVINLVIHd
NVIIdNVT




‘uedunuaday nysueuiag
uep BSa(Q YBJULISW]

‘ueIBURI}| ‘Vdddeidd
seul(] ‘ewedy UBLLUIWIY

BSAp UBp

UBIBWEIIY YBIULIOWDJ
‘ueefepnqay]

uep ueyIpIpuad suepiq
“Sfeuy uep uendualag
ue3unpurfiadd

UBp BUBOUIIIE
edrenoy ‘uendwalog
ueeleplaquad 3uepiq
“BS3(] UBp JeyBIBASB
ueeAepIaquiad

‘aQNd  seurq ‘ueelepngay Sueplq ‘uejeyasay
uep UBNIPIpUad guepiq ‘ueSuequiaBuag (alLl) yereq yequre],
seui( ‘UBjBYasY UBIBYISaY uep uenoausd 191q.], Iswnsuoguaur
seui( ‘Sueqiepaddeg seuI(] ‘ueBuBOUAIR] Sueplg 940K 19818, 3ued wnd efewas asBIUISIOG

BSIP UBDP UBJBWEIIY

‘eurefe UBLIOJUIWIIY

‘Sreuy uep uenduwaiog

ueSunpurpIag

Uep BUBIUIIDY

edrenpay ‘uenduwarag

‘uedunuaday nySuewag ueeieploquiad Suepiq

uep esa( YeBJULIOWa] “Bs9(] uep jeqeIBASBI
‘uejewreddy| ‘Vddde3idd ueeAepioquiad "ue[UEyay esew
SBUIq “YASVd udredngey Fueplq ‘uejeyasay BWE2S 19[el (6 [BUIur
BUESY UBLIDIUOWIY JOJUBRY suepiq ‘uefuequafuag (aLy) yere(d qequre,
‘Nd seulg UBJBYIsI} UBJBYISIY uep uenauad 19198, Iswnsuoguaw
seuIqg ‘Bueqirepaddeg SBUI(] ‘ueeUBIUAIY] Sueprg 2,08 39818, Fuel [WEY Nl ISBIUISIY]

DNNMNANId
MVHId NVA VOVHNHT avmvr NVHV.INIMAWHAd NVIVAVONHId NNHV.L NVIVSVS dO.LVMIANI NVAVSVYS
‘HVIEVA LVIDNVIAd DNADONVNHJ NVSNN NVA LHDAV.L




BSIp UBp
UBJBWEIIY YBIULIAWD]
‘ueeAepnqgay]

uep ueyIprpuad Suepiq
Sreuy uep uenduwalag
uegunpuIlIad

UEp BUBOUAIIG
edren(ay ‘uendwarad

uegunuadoy ueeAeplaquad suepiq

nysuewag uep BSa(] ‘BS9(] Uep JexeIeASBN

YBJULIdW] ‘UBJBUIBIDY ueeAepIlaquiad
‘Vddde¥dd seuld  ‘diNd guepiq ‘uejeyasay ISV —dW) nq] nsng
seulq ‘ueedepngoy uep Suepiq ‘ueduequiaduad a1y  Suidurepuad uBuUBRW
UBNIPIPUY SBUI(] UBIBYSIY UBJBYIsSIY UBP UBNIQUI] Jedepuawx Suek uemq
SeuI( ‘Bueqirepaddeg seulq ‘ueeUBOUAIY Sueplg %06 19818, €7-9 BISN YBUB JISBIUISII]

BSOD UBD UBJBWEIIY

‘eWrede UBLI9) ULy

Sreuy uep uenduwarad

uedunpurprad

UBD BUBIUING

edrenay ‘uendwalag

ueeAepIraquia 3uepiq

uegdunuaday] nyjduewag “Bsa(] uep JexyeIeASBN

uep BS2(J yejurwad ueBABpIaqUUI]

‘uerRUIROIY ‘Vddde3idd 3ueplq ‘ueyeyasay
SBUI] ‘QINd Seulq ‘euredy Suepiq ‘ueduequaduag ‘Fsnsy2 (ISy) nqp nsng
UBLIQJUIUIIY ‘ue1ByIsay UBIBYISY UBD UBNI[2U] ay jedepuawr ue[Ng Q LIBP

SBUI(] ‘Buequrepaddeg seuI( ‘ueeuROUAIR Sueplg 9,08 :1931e], Fueinsy| eisn 14eq 9SBIUISIZ ‘b
DNNMNANHEd
MVHId NVA VOVEHNAT avmvre NVHVINRIAWNE NVIVdVONHAd NOHV.L NVIVSVS JO.LVMIANI NVAVSVS
‘HVAAVA LVIDNVAHAd DNNDONVNEJ NVSON NVd LEDAV.L




®BS9pD UBP
UBJBUWEIJY YBIULIDWID]
‘sreuy uep uendwaiag
uegunpuilIag

uep euBdULIIg
egrenpay ‘uendualag
ueeABpIaqUId Fueplq

uegunuaday ‘esa uep JeyeIeAse|

ns3uewad uep BSa(] ueeAEpI2qUIag
UBIULIaWd] ‘uejeuwBIAY Fuepiq ‘ueleyasay ‘BAuueguequuasad uep
‘Vdddeidd seul Juepiq ‘ueduequaiuad ueynqunirad nejuedip 3uek
‘QNd Seul  UBJEYSIY UBJBYISI}] Uep UBIPU] (elreq) unyel ewi yemeq
sBuI(] ‘Bueqirepaddeg seuIqg ‘ueBUBOUI] SuEplg 9%08 1o8re], Ip BISNIaQ JBUEB JSBIUISII]

BSIp UEp

UBJBUIBOIY UBJULIIWI]

“Sreuy uep uendwaidd

uedunpuipiad

Uep BUBOUII

edrenay ‘uenduwarag

ueBABpIaqUIZJ SUBpIq

uesunuaday] “BS9(] UBP JBYEIBASE]N
nyBuewad uep Bsa(] ueeAeproquiad nang
YBJULISWI] ‘uelRUIBIdY Suepiq ‘uereyasoy 1ZI3 vuesyE[ ®BlR] UBuRAR[ad
“Vdddesidd seuIqg Fuepiq ‘ueluequaduad yedepuowr guek Fynang
‘Nd Seulrq  uejeyasay uejeyasay UEep uenpuad 1213 (ejireq) unye) eun| yemeq
SBUI(] ‘Suequepaddeqg sBUI(] ‘ueBUBOUAIY Sueplg 94001 I98re] IP BISNI2( IBUB 3JSBIUISII]

DNNMNANEd
MVYHId NVA VOVHNH'T HYMV[ NVHV.INIMHNH NVIVAVONHd NOHV.L NVIVSVS dO.LVIIANI NVAVSVS
‘HVIAVA LYIDNVIH DNNDONVNEL NVSAN NVA LHDAVL




BSIpP UBp
UBJeWBIdy JBIULIdWD]
“reuy uep uenduwalad
uegunpuiprag
Uep BUBDUIIIY
egien(ay ‘uenduwaiag
ueeAepIaquIdgd Suepiq
uedunuaday “BSa(J Uep JesqBIBASBIA
nyguewad Uep BSa(] ueeABpIDqUID]
UBIULIOWA ‘URJRUIBIdY guepiq ‘uereyasay "dexy8ua] resep
‘Vdddedidd seulQ Suepiq ‘ueduequioBuag sesiunwr  yoaroraduwaw  Fued
‘dNd Seul UejRyasay uBleyIsoy Uep uBnIRUad (eareq) unye; eBwi yYemeq
seulq ‘Sueqiepaddeg seul( ‘UBBUBDUAId Sueplg 2,06 32818 ], IPp BISNI2Q HBUEB 3ISBIUISId] 6
BSIP UBD UBJBUIBIDY
yeluLawed ‘uedued
ueUBYE}IY FUepIlq
Sfeuy uep uendwalad
uedunpurpred
Uep BUBIUAISH
uedunuadoy edrenpoy ‘uendwaiag
ny3uBUId{ UBD BSI(] ueeABpIaqUIad Fueplq
UBJULIQWI ‘UBjBUIBI9)y ‘esa uep jesyeIeisen
‘ue8ued ueuBYR}IY SBUI(] uUBBABpIqUII]
‘Vdddeddd seulq ‘esa( Suepiq ‘ueleyasay ‘1z13 uednse ueyequrel
JeyeIeASBlN UBBABpIOQUIS] duepiq ‘ueduequoduag Jedepuaw ued Sueiny 1z13
SBUI(] UBJBYISIY UBJBYISY uep UBMIQUY] (e31feq) unye) ewIi| yemeq
seul(q ‘Sueqyrepaddeg SeuI( ‘UeeUBOUAId Sueprg 2,06 ‘32818 ], Ip BISNI2Q MBUEB 2SBIUSI] 'Q
DNNMNANHEd
MVHId NVA VOVAINE'] aVmvr NVHVINRIINE NVIVAVONHd NNHVL NVIVSVS dO.LVIIANI NVIVSVS
‘HYAAVA LVIDNVIHd DNNADONVNEd NVSNRIN NVd LIDEVL




uedunuaday nyduewag

BSIP UBP UBJBUIEIIY
JejuLowad ‘Yeuy uep
uenduarad uedunpuipeg
UBp BUBOUAIIG

edrenay ‘uenduwaldg
ueefepraquad Suepiq
‘esa( Uep JeqBIBASEN
ueeAepraquag

uep ‘esa(g YBJULIOWID] duepiq ‘uereyasay
‘uereWwROdY  ‘QNd  Seul( guepiq ‘ueSuequia8uag
‘Bueqirepaddeqg  ‘uejeyssay Vdddeidd UBp UenIRudd "UeNUISUIIp yepn
SBeUlq ‘Vdddgddd  Sseulq SBUI(] ‘ueBURIUAIS{ Sueplg 9,01 3981e], dued uepEYdy ISBIUISI] T
©SIp UBp
UBJBUIEDIY UBIULIQWSJ
sfeuy uep uvendwarag
UBZUNPUILId]
UBD BUBOUAIIG
edreniay ‘uendwaiag
ueeAepiaquog Suepiq
‘uedunuaday “esa(] uep JeseIBASEN
nyguewag uep ‘esag ueeAepIaquiad
YBJULIUID] ‘UBJBUIBOIY suepiq ‘ueleyasay
‘QNd  seulq ‘Ydddeadidd Fuepiq ‘ueSuequaduag ‘ueulesiadessed
seulqg ‘Bueqirepaddeg vdddaddd uep uenauad () eueousrag  eIIENOY JIIISUQS ISUAIDIU]
‘UBIBYISIY] SBUI(] seuIqd ‘UBBUBOUAI Sueprg 94,0 1981, ueuedepd 9SBIUISI [ [UBUBAR] BAUBIPISIIL, ‘qQ
DNNMNANEd
MVHId NVd VOVENA'T VMV NVHVINIIHWHJ NVIVdVONHd NNHV.L NVIVSVS JO.LVMIANI NVIVSVS
‘HVAEVA LVIDNVI A DNNDONVNHL NVSNEN NVd LHDIVL




BSap uep
UBJBUIeddy YejuLIaw
‘Bueny ueejeudd UBp
wnuw) ueelraxag Suepiq
‘sfeuy uep uendwalod
uegunpursd

UBD BUBOUAIYY

edrenyay ‘uendwarog

ueelepiaquod Suepiq

uedunuaday] nysuewag ‘esa(g uep JeyeIeise

uep ‘esa(g BJULI2WID] ueeAepraquiag
‘uereuBOdy ‘Vdddeidd Suepiq ‘uejeyasay 'sejuord
seuI(g ‘AN SBUI(] Fuepiq ‘ueduequiaduad ISesjo] Ip Hede] wnuru
‘Bueqiepaddeg  ‘uejeyasoy] uep uenaudd Jre sasye ueyjedepuaw suel
SBUI(] QA1nd SBuI( dAdNnd seurq ‘UBBUBIUAIY] Sueplg 9,8 98re], B8ue] yewWNI JSBIUISIY]

BSIp UBP

UBJBUIEDY BIULIIWID]

steuy uep uendwaiag

ue3unpuipad

UEP BUBOUIDG

edrenay ‘uenduwatag

uegunuaday] ueeAeplaquad Suepiq

nyjduewad uep ‘esa( ‘esa( uep JexeIBASEl
UBIULIWS] ‘UBIBUIBIIY ueeAepIlaquiad yexru ueueAead Lrep
‘ewredy UBLISIUIWIY suepiq ‘ueieyasay uerdeq re8eqas UBBYISIY
‘Bueqirepaddeg 3uepiq ‘uveduequaguad ueesyuowad  yosjoredwow
‘dNd  seuld  ‘Vddddddd uejeyasay UEDP UBLIPUI] ued (snd) Jngng eisn

Seul]  ‘UuejeyaIsdy  SeuUI( sSBUI(Q ‘ueBUBDUIoJ FUuEpIg 9,06 19818 ], ueduese uored uednye)
DNMMNANHId
MVHId NVA VOVAWNHT dVymve NVHVINIRIANHd NVIVAVONHd NOHV.L NVAIVSVS dO.LVIIANI NVIVSVYS
‘HVIAVA LVIONVIH DNNDDNVNHI NVSNRIN NVd LEDAV.L




‘uwegdunuaday nysueuiag
uep BS(] [BIULIQWII]
‘uejewredady] ‘Sueqirepaddeg

BSOD UBD

UBJBUBOI}Y] YEJULIIWI]
“yeuy uep uendwarog
edunpuipiag

UBD BUBOUAIIE
Bdrenoy ‘uendwardg
ueelepiaquiad suepiq
“BS3( UBp jexeIeisB
ueeABpIaqUID]

Fuepiq ‘uejeyIsay
Fuepiq ‘ueBuequio8uag

-uegdurduwrepuad

‘uejeyasay  seurg  ‘QiNd Vdddaddd uep uenipuad yororedwowr Juek Hupunig
Seul(q ‘vdddgddd seuig seulq ‘ueBURIUIY] Sueprg 9,06 32318, oyisuRg edrenyey uedne)

BSI(] YBJULIDW]

‘uegurnjuadoy] ‘UBJEWEIIY YBIULIAW]

nyduewad uep ‘esa(q ‘ueduequIaduad uep
UBIULISW] ‘UBJRUIBIDY UBNIauld ‘UBBUBIUAIS] ‘TBUOISEN UBJBYISII
‘Bueqiepaddeq ‘rersog Suepig ‘rersos uepig emif 68991 ueurwer (lgd)  ueanp
Seulq  UBJBYasId  SBUI( TeIsog seul(] ‘uereyasay] Sueprg o8], uUBnjuUBg BWLIoUSd uednie)

BSIp UBp

UBJBUIRIY BIULIOUID]

‘Bueny ueeleuUad UBP

wnw ueelissad Suepiq

‘BSa(] UEp JEYBIRASEJ .

‘uedunuadoy] nysuewag UBBAEpIaqUII] ‘sejuond
uep  ‘es9  Yelumaweg Suepiq ‘uejeyasay ISes[o] [p eAe| (ynsawop
‘uelewreddy  ‘QWd  Seurq Suepiq ‘uesuequaduag yequr are) |sejiues
‘Bueqiepaddey  ‘uejeyasay uep ueniouad sosye ueyjedepuoawr 3JuehA
SeuI(] 1nd SBUI] AdNd seuiq ‘ueBURIUAIR] Sueplg 94,0Q 19dI1e] ed3ue] yBWNI ISBIUISII]

DNAMNANEJ
MVHId NVA VOVEHINH'T gvmyvre NVHVINIIHNEd NVIVAVONHd NOHV.L NVIVSVS dO.LVIIANI NVIVSVS
‘HVIAVA LVIDNVIAd DNNODNVYNEL NVSNiN NVd LEDAVL




‘uedunuaday

BSIp UBp

UBJBWERIDY YBJULIIWIJ
‘ewredy UBLIQIUIUIDY]
Jojuey ‘ueedepngoy]

uep uexIprpuad

3ueprg ‘sfeuy uep
uendworod uesunpuriiag

nyduewag uep ‘esa(g UED BUBDUAIIG

YeJUuLIawag ‘UejeweIY edrenoy ‘uenduwalog

‘Vdddeidd seul( ueefepraquidd Juepiq

‘ANd seul ‘ueedepnqay “Bsao(q uep JexBIBASEN

uep UBNIPIPudd uBeABpIaqUId]
seulq ‘Ised udjednqey Suepiq ‘uejeyasay sejuoud 1sexo|
euresdy UBLI2JUWIY Fuepiq ‘ueduequafuag 1p buyums uejua) yreq duek
Jojuey] uBleyasay UBp UBHI2U] ueureyewad oW Suek

seulq ‘Buequepaddeg |uejeyasay seulq ‘ueeUBIUAIS Sueplg 906 19818, ueIeses Jjo3Ie] osejuasIad -

BSID UBP UBJBUIBIIY]

UeuLIdWI{ ‘Yeuy uep

uenduwarad uegunpurpiag

uep BUBIUIIY

edrenay ‘vendwalod

‘uedunuaday ueeAepiaquad Suepiq

nysuewad uep BSa(g ‘Tersog Suepiq ‘uejeyasay
YBIULIQWIJ “Urejeure0dy| duepiq ‘ueduequoduag "Jeiedsiag reun) uenjueq
‘uejeyasay Seulq ved uep UBp UBHI[QUIJ MM TET L yaroradwowr  Fued  uejUI

[ersog seul( ‘Sueqiepaddeg [e1so0S seuIi(] ‘ueBUBOUIS{ Sueplgd e8re], uep unjstu esrenyay yepunp -
DNMMNANHEd
MVHId NVA VOVEINAT avymvr NVHVINTIHINE NVIVAVONHd NOHV.L NVIVSVS dO.LVMIUNI NVIVSVS
‘HVIEVAd LVIONVIHAd DNNDONVNEL NVSNaN NVA LEDAVL




“uegdunuaday]

ny3uBIad UBp ‘Bsa(]
UBJULIDWR{ ‘UBJRUIBIIY
‘and seurq‘dueqyrepaddeg
‘uewI NI

UBSBMBY UBD UBYBWILIYJ
SBUI(] ‘UBJRYISIY

seulq ‘¥LNd seulq

UBJRYISII]
seur(

BSIp UBP
UBJRUIBIIY YBJULIAWI]
‘ueny] ueejeusd

uep wnuw ueeliayad
dueprq ‘ueyeue)LIad
uep ‘UBWIRNULId]
‘ueyBUINId FUeBpIq
‘BS3(] UBp JBNBIBASEB
ueeAeplaquad

Fuepiq ‘uejeyosal]
Fuepiq ‘ueduequiaduag
Uep uenipauad
‘uBBUBIUAIY] Fueplg

%06 19318,

(4ao) 2244 uoyvoafoq

uadQ neje (sgvd)

ueguerequiag Jesag

a1y 3ueng dojs ueyBINOY
/Esap asejuasIag ‘11

‘uegurjuaday]
nysduewag uep ‘esa(]
UeJuLIduWdd ‘uejeuIBI9y

‘uedued UuBUBUBIOY SBUI(Q
‘ermynynoy uep ueldued

BSOD UBP UBJBUWEIIY
yBjuLIUIRd ‘uedueg
UBUBYE}QY FuepIiq
‘ueruelLIdd SUBpIq ‘TRISOS
Fuepiq ‘uveduequaduag

‘uefued [e1sos uenjueq

ueureue], Seul(] ‘Tersos uep ueniLauad MY +20°6 BUWILIdUIW SueA Uejual uep
SBUI(] ‘Bueqiuepaddeg [BISOS SBUI(] ‘ueeUBOUAIY] Sueplrg 1adre] upsiu  esrenay yerwunp Qf
DNAMNANYAJ
MVHId NVA VOVHINHA'T avmvr NVHVINTIHINEd NVIVdVONHd NNHVL NVAVSVS A0 LVMIANI NVIVSVYS
‘HYIEVA LVIONVAAd DNNDONVNAJ NVSNIN NVJ LID¥UVL

IO.HI




Suyums uveuninuad

Weep ueyein|ay /esap
‘uegunuaday] nySuewag nedng | uedueuamay 3uejuad) nedng
‘Buepiquiaw 3uek yeise( BS9(] UBD JEBIBASEN ueInjeIag ueinjerad /ueseliqasy
Jes{dueIad uep qud Seuiq dNd seuiq ueedeplaquiad ueprg 1 19818, eAURIPISIA],
uedunuadoy] unye) denas uelBUreddy jex3un
nysuewad ey (njes) 1 Fununis ynquiaa
uep ‘UejeuIBody] jeure) UBJBUIRIDY UBIULIIUWID] [ewrrurul ;jagre], eAURIR33UI[ISIA], '€
uedunuaday Jeuy uep
ny3uewag uep uendworag uedunpuiprag unye) derjos uajedngeyy
‘qere(q jexsuerdd Sdd.L uep BUBOUAIIG mes] (nyes) 1 1ey3un Ip ISBUIpP.IO0Y
‘Vdddldd seurq JBLIBJAIN9S edren(ay ‘uendwalad rewrruru :3a8re], yeder eAuered8uo[asiag, ‘g
ueedeproquiad sueprg
uedunuaday Jyeuy uep
ny3ueuIad uep uendwaiog uedunpurfiad unye) denos nedng yo0 LIpeyp ‘Bununig ueunainuad
‘yesseq 1exduerad Sdd.L uep BUBOUAIIG ey (nyes) 1 Sued veunye] 1SBUIPIOOY] ueyedsorad usuIIUOY
‘Vdddeidd seulq JeLIBIOINIS edren(oy] ‘vendwaidd | [eWIUIW HAZIe], yedes eAueIedZULASIAL, | ueqjeqSuIudN ‘e
ueedeplaquiad 3uepig
yeIoe( yeBjulawa ] 1p ueurdwruaday 1S1A UBP UdWIwoy uejeyduiuad [ JIefid
DNMNANAd NVIVdVONHd
SIVHId NVA VOVANA'T - VMV NNHV.L (INdLNO) NVAVNTAN NV.LVIDH
‘HVIAVA LVIDNVHd DNNDONVNId | NVHVINIRIANHd NVSNAN NVA LHDAVL

Jaseq usjednqey] 1p fuyums ueuninuad uejedadiad [eUOISBY 1891enS IB[ld UBTEIN g

IH.HI



‘1Z13 UBp UBJBYISIY

[npow Uner9)
‘uedurjuaday] Furdurepuad Suel (U3ld) uedeieyq
nyFueuIad Uep UBJBUIBIIY YBIULIDWI] BNWos B3Ienoy uwresgoid
UBJBWEIIY ‘TBISOS SBUI(] [BISOS SeuUI(] ‘Teisog Suepig %001 :39818], Surdurepuad  yeunp
Fununms
ueunINUY ueyedadiad
ueuedueuad urefep
sejsedes] ueyexduruad
"regunuaday nySuewad BSa(] YBJULIDW] BSIP YynInas uexpedepusw Juek "BS9(]
uep (Jd seuiq dId seulq “esa(] uep 1esBIBASEIN 9,001 :19381B] esap yejuLawad yepunp yejuLow seysedey|
ueeARpIoquUIdd Sueplg ueIesSura q
Bunumgs weuninuad
uejedadtdd ynjun yeroep
efuefpq uep uejedepuad
ueSuequagfuag ueredsdue 1SeIOMR
‘uegduniuaday] nyjguewad uep ueniauag uexpexsuiuaw ued yerseq
uep ueqiepaddeqg |Suequepaddeg ‘ueeURIUAId Sueplg 29,0071 3818, JeqBUBIo 2SBIUISIY] -
“uegunuaday BSI(] YBIULIDWI]
nyduewa uep esag ‘esa(] Uep iByBIBASBN ‘Bununs seqaq
gejuLawad ‘qQud Seulq dNd seuiq ueedeplaquiad Sueprg 9,06 19818 ], ueyeIn[oy /esap yeune -
‘uByNINgay rensas
‘wedunjuadoy nx8uewiog UBIBY2SaY ueyeInRy /esap
UBp UBJBYISIY SBUI(] seuI( ue)RYISIY Sueprg 9,007 39818, uepIq BAUBIPISIY, °
DNNMNANH NVIVdVONHd
MVHId NVA VOVAINETT avmvre NNHV.L (LNdLNO) NVIVNTAN NVIVIDEN
‘HVIAVA LVIONVI DNNDONVNH] | NVHVILNIMHNHAd NVSNHN NVd LHDAV.L

IN.—I




‘uedunuaday]

‘(sgvg) ueSuerequiag

nySuBwad UEDP ‘UBIBYSIY ueyeyasay Iesag Jiy Sueng dois
seurd ‘ALNd Sseuld seuI( uejeyasay ueprg 9,06 :198IB], Sued esrenjoy oselUSId] 7
‘uegunuaday]
njduewad uep ‘e3ren[ay] ‘ueinfuefasiaq
Suidurepuag Wil  ‘MMd FueA naferuiad
dlL “ewe)d ‘vdddaddd UeBIpues.Ioq uem ‘Bunyung ueyeqnrad [SeIuNuos
SeuI(] ‘Iadejsojuruoy | 1adejsojurwioy | uep NSHelS ‘edneunioju] | q/spojow/reuey ueyesaouad [Buoiseu uep aAuedurey
seul[ ‘ueleyasay SeuIiq seuI( ‘sesqunwoy fueprg ¢ 1981B], 2Auedwey BAUBUBSYB[I9], ' ueyBUBSYE[QW ‘B
DNAMNANHEd NVIVdVONHd
MVHId NVA VOVEHINA'T VMV NNHV.L (LNd.LNO) NVAVNTAN NVLVIOHEM
‘HVJAVA LVIONVIEd DNNDONYNA HV.INIAANHd NVSRIN NV LEDAVL
jexeressew ueedeproquad wep nyerad veyeqniad ISEIUNWOY UBIBY3UIUd] 17 Tefld
yelae(] 1eysueIad Lrep
ueeurquad uesjedepudw
BAU -BISnuBW
‘uedunuaday nyduewiod weungduequiad Jopey
Lrep ‘uajednqgey yerseq BSI(J YBIULIdWA] Fued ueyean[ay /esap
jexduelad ‘Qnd Seurq ANd seuld ‘BS9(J UBP JE[BIBASEIN 9,001 30812, ISBIUASI g
ueeleplaquiad sueprg
DNAXMNANAd NVIVdVONHJ
MVHId NV VOVAINE'T VMV NNHV.L (LNdLno) NvavVNTIN NV.LVIDHM
‘HVIAVA LVIONVIH DNNDONVNIL | NVHVINRIANEd NVSNN NVA LHDAV.L

Im.ﬁl




([anvd) 1uiq ersn
yeuy UeNIpIpudd ningd
18eq bunums ueuegdueuad

1se[nwns ueynseduad ‘Buyums
ueynepd uep uesipipuad ueuninuad ynjun
ueeARpPNYIYN BJIOS IBSEP JBy3un neqried ueyeqniad
‘ueBunjuaday uep UBJEWEDIY UBIULIW] Suelualioq ynerad efeua) ISEXIUNWOY WEeep
nyguewa UBp ‘UBJBUIBIIY ueqIpIpuad uep ueeAepnqoy UBJBUIBI9Y 0F Tewrrurur [HIruaur Isnjnsul seysedesy|
‘UeNIpIpUd Seul(] SBUI( UEp UBIpIpuad suepig gnanjas :3a31e], FueA uejeweda3] yeruin uelensuad uenyew 'q
*dexydu9g
‘uedunuaday nyduewiag Id Jesep ISestunuil
uep ‘edrenjay urdurepuad d1 ‘BS2(] yBlUuLIoUIadd UBp yaroiadwawr Suek (eyfeq)
wiL MMd dlL ‘Jeured UBIeYasay ‘UBJBWEII} YBIULIIUWI] unyej ewri yemeq p
‘UB)BUISIY SBUI(] SBUI(Q ‘ueleyasay Jueplg %06 1281e] BISTLIA( BUE 9SBIUISIJ
33d d.L uep esa(g
YBIULIZWAd “‘UBjeuredady]
UYeuLIdWwa{ ‘euy uep
‘uedunuaday] uendwalad Ue3unpulpIad
nyduewad uep ‘edrenay UBp BUBDUIIG '(SgHd) 1eyas uep
gurdurepuag  wil  “d edrenyay ‘uvendwolad yrsiog dnpry nye[uad
dlL “gewed  ‘vdddgidd UBIBYasay] ueeAeplaquiag Sueprg uesfeuEsSBRW Juek
SeUl(] ‘UBJBYISIY SBUI( SeUI(] ‘uejeyasay suepig 0402 1931 ], Biren[ay aseBIuasIag
DNNMNANAd NVIVdVONHd
JAVHId NVA VOVHINT'T qaymvr NNHV.L (ZNdLNO) NVIVNTIN NVILVIDIEH
‘HVIAVA LVIONVIAd DNNDONVNH | NVHVININHNEHd NVSNAN NV LHDAV.L

I¢HI




‘uedunuadoay
nyguewad uep
edrenyay] urdwepusad

M d.L “BSa( YejuLIdwdg
‘BS9(] UBp JeqRIBASBI

npueisod
Ip SueqUIdY Yynquiny

wrl, ‘M3id d.1 ‘aiNd UBeyasay ueedepioquiad Sueprg uenejuewad ueuedead

SBUI( ‘UBJBYISIY SBUI( SBUI(] ‘uereyasay Suepig %06 12318, repue)s eAurynuadia,

(1H

-anvd) yeadaiu] ysHoy

UL IS euy UEIpIpuad

ueeABpPNQIY] uex3uequaduawl

‘uegunuaday] uep guef (anvd)

nyduewad uep ‘ueeiepnqgoy| UEHIPIPU3J ueelepngoy| TUI(] BIS() Jeuy uedIprpuad

uep ueIPIPUdd Seul( seur(q uep ueyIpIpusd Sueplg %0 :193re], efequial asejuasIdg

ueynead uep uexprpuad

[isey redeqoas 3ununis

ueuedueuad ISB[NUINS

ueedBpngay ueyns -eduad yneal

"ueBunuadoy nyduewag uep (anvd) ruiq esn speuy

uep ‘ueeAepnqgay ueyIpIpuad ueeAepngay| UBNIPIPUYd NIng p{ruaw

uep uesIpIpuad seui( seuI( uep ueyIpIpudd 3uepig 9,06 198181, | SueA ‘[9y /esop Isejuasiag
DNNMNANAd NVIVdVONHd

MVHId NVA VOVEHINA'T YNV NNHV.L (LNdLNO) NVIVNTIA NVLVIDEH

‘HYIEVA LVIDONVIA DNNDDONVNHd | NVHVINIRIANEd NYSNAN NVA LHDAVL

Im.HI




‘uedunuaday
ny3uewad uep ‘BIIEN[AY
Surdurepuad wil, Spid dlL
Jewe) ‘vdddeMdd Seulq

Ydddd¥dd
seuIq

BSa(]
UBJuLIdW ‘UBjewredas]
JejuLwad ‘Yeuy uep
uenduwalad UeSunpullg
UBp BUBOUAIYY

edrenay ‘uendwaiag
ueedeproquiadd 3ueprg

%06 :198IB,

“elewoa

18eq 1218 uep 1synpordal
UBJeyasay ISenpa
uByBUBSB[oW Fuek
(31g) efeway eBrenay
eulg uep efeway (3id)
Furesuoy uep ISBULIOIU]
JBSNJ 9SBIUISI]

‘uefunuaday nyjdueuwrad
uep ‘unedngey yeiseq

‘1Z1g Uep Uejeyasas [npow
ueguap (g3izd) edrenay
uendweway ueyesuIuad
uenwonad nnysusw guek
(H3d) wedereH eSren[ay
wesdord (NdJ3) yeejueN
BUILIQUA BSIEN[ay

UBIULISWI] ‘[BISOS SBUI(] [EeISOS SeuI(] reisog sueprg %06 1981 ], sjoduro[a3] 98B UISIIg
"(31dH)
33d dlL ‘esad uednpiyay Bweldd ey
JeJULIDWI ‘UBjeureddy] 0001 ueynseduad Juejua)
-uedunuaday JejuLwad ‘yeuy uep (gyg) eyreq ed1enjay
ny8uews uep ‘edrenoy uendwaisd uedunpuijiag BUIE SB[9Y UBYBUBSIEB[IW
Surdurepuad wrl, MMd dlL vdddeidd Uep BUBDUAING Bued uveyern|ay/esap
“Jeure) ‘vdddedidd seulqg SBUI(] edrenyoy ‘uendurarsg 2406 1a8re], asejuasiad
ueeAeplaquiad sueplg
DNNXMNANHAd NVIVdVONHd
MVHId NVA VOVEINET dYMVvr NNHV.L (LNdLNO) NVIVNTHN NV.LVIDAM
‘HYAAVA LVIONVIEd DNNDONVNHd | NVHV.INRIFINHd NVSNN NVd LHDIV.L

IOHI



BS9(J UBJULIDW URD ‘UBJBUIRIdY ‘Yelde( YBJULISWIJ IP JIIISUIS ISUIAINU] Uep yyisadg 1suoaIoju] ISuafioauoy uejes8uiudd ¢ Jeqid

‘uedunjuadoy

n{3uewW uep‘esren(ay
Burdurepuad wi], “id

dl ‘ueyewreddy] ‘vdddgiidd
seui( ‘1osed ualedngey
BWEIY UBLIQJUIWY JOJUBY

euregdy
UELIJU2WIaY

BSI(]
YRIULIDWJ ‘UBJBWIBIIY
UeJULIdUWI] ‘euredy
UBLIDIUIUWIRY ‘Yeuy uep
uendwalsd uefunpuipzad
UBp BUBDUAIG

egrenay ‘venduraiog
ueeiepiaquad suepig

%06 198.1e,

‘buyums weyedaouad
LIdjew uesuap
ueummessad ueduiquiiq
uexjedepuaw

Fued unueduad uored
ueduesed 2SBludsIdd

‘Punungs ueunanuad

‘uegdunuaday BUIE3Y HFnjun ne[rad
ny3uewad uep UBLIQJUIWY ‘Yeuy uep ewede sejurn bungunis ueyeqniad [SeqIuUNuIoy
‘1ased uojednqey] eurely uendualad uedunpurlad unye) depes | ueununuad urerep ne[ad urefep ueeweseay
UBLIDJUIUIDY J0JUBY] vdddgidd UED BUBOUIIEG ey (nies) 1 ueyeqniad ISe{IuNuoy 1sestuedio uerad
‘Vddd3idd seulq seuI( e8renoy ‘uendwaiag | [euwnunw 3agIe] WINIOJ BAUBUBSIBLII ], uejenguad ueynyePw ‘>
ueeAeplaquiad sueplg
DNNMNANHL NVIVAVONHd
MVHId NVA VOVEINA'T HVMVL NNHV.L (INdLNO) NVAVNTAN NV.ILVIDHE
‘HYHAVA LVIDNVIAd DNNDDNVNId | NVHYINRIANAd NVSN[N NVA LIDAV.L

INL.ﬁI




“uegunuaday nyduewiag
uep ‘ueiBuwreooy

UBJBWEDIY UBJULIDWI]
‘ueduequagduag

Funjunig uBUNINUAd
uejedadiad 1Suadioauoy

1S3 ueyeUuEse[ow uek

‘Sueqiepaddeg | Sueqiepaddeg uep UenIoudd %001 18], UBIBUIBIIY 2SBIUISIA]
‘ueBUROUId] Sueply
(qesseq uered33uy uep
B[123] BUBOUIY UBD YeIde(
eluereg uep uejedepuad UBjBWRIIY UBP
ueregduy eles ‘ad 12D uajedngey] yex3ur) 1p
uep uedued YyeIde(] Isyy 1218 ISU2AIS) UL SBIEN
BUBDUIY ‘NI ‘Adrdd) uep ‘wednied ‘sruaf
yerep ueresdueduad uey e duruaur snjun
uep ueeueouIad UWINN}OP uejergoy ueeuesserad
werep fugunis uBUNINUYJ ©BlI19s ‘ueregdueduad
uejedadiod uejerday uep uep ueeueOUaIad
ueduequaduag wesdoid uesserdajurduow WEep ISUa8I0AUOY
uegunguadoy nyduewad | Sueqiepaddeg uep uenouad 94001 19818 ], FueA uelBWEIIY ye[unp UEBUBSYE[W "B
uep Sueqliepaddeg ‘UBBUBIUAIA] Fueprg
DNNMNANEL NVIVdVONHd
MVHId NVA VOVEINA'T VMV NNHVL (INdLNO) NVIVNTIAN NV.IVIDIN
‘HVIEVA LVIDNVIAd DNNOONVNH | NVHVINIRIAWEd NVSNN NVd 1dDdVL

Ile




‘Buyumg
ueuninuad uejedaorag

‘ue3unuaday] ISUQ3I2AUO3 UBHNIB[OW
nyjduewagd UBp ‘esa(] BSI(] YBJULIdWA] Suek ueyernyay/esap
YeluLIauwRd ‘(JAd Seulq INd seulq ‘BSI(] UBD JENBIBASEN 0408 1281 ], 2SBIUISII]
ueeleplaquiad Sueprg
sununis
ueuninuad urerep
JIISUDS ISUDAIJUJ UBP
‘uegunuaday] Jiisadg ISU2AIU] ynjun
nyj3ueta uep ©BS(] YBJULISWA] uBURIN[3Y /BSIp BUBD
‘UBJBYaSIY seurg ‘Bsa( ‘uejeyasay ueprg ISeYO[e uesjexsuruauw Suek
UBJuLIdWad ‘qNd SBuIl( CINd seuig ‘esa(] Uep JeqBIBASEN %06 19818, | UBUBIN[ /BSIP 9SBIUISII]
ueeiepiaquag Suepiq
‘(eso uere33uy uep eliay
BUBOUIY UBD BSI(]
elfuepag uep uejedepuayg
ueredduy elss
‘eso( yelunawad elioy
BUBDUIY ‘BSa( YBIUdUI
ex3uepr ueuUNIUBqUId]
BUBOUIY) UBYEBIN[II /BSap
ueregddueduad
uep uevueOu2Iad
UWINOP WEEP
Fununls UBUNINUIJ
BS9(] UBD jeyBIBASB uejedadiag uejerdas uep
‘uedunuaday nySueurag UeBARPIIqUId] werdord uexiserdajurdusaw
uep ‘Gueqiepaddeg Sueplq ‘uefuequoluag Fuek ueyeingay/
‘aINd seul ANd seulq uep UBnRIaudd %001 :1981B], BSOP ISBIUISI]
‘ueeueOUAIdd Sueplg
DNNMNANAd NVIVAVONHd
MVHId NVA VOVAINAT gVMVr NAHV.L (ZNdLNO) NVAVNTa NV.LVIDZEM
‘HYHAVA LVIDNVIHE ONNDONVNId | NVHV.ININANED NVSNN NVQJ LEDAV.L

Im.ﬂl




‘Ue[IWBYS3 ESBLU BUWER[IS
19[q®} 06 rewrrur ((1.L,1)
yereq yequre], 19[qe],

‘uedunuaday nyuewag UBIBYISII iswnsuoduaw Suek
uep ‘ueleyasay SBUI( Seul( ueleyasay 3uepig %06 :1281e], [TWrey Nqr asejuasiag
‘1213 vednse ueyeqUIE)
ewauaw uek (AN)
‘uegunuaday nxduewiog UBJBISOY ruory] [drouy sueiny
uep ‘ueleyasay seurq SBUI(] uejeyasay suepig %06 1981, [TWwey Nqgr ISejuasIag
Feuy uep
uenduaiag uedunpurpradg
‘uegunjuaday] UBp BUBIUIIG
nyjguewad uep ‘vdddadd egren(aoy ‘wendurordg "(dLL) yereq yequeg,
seul( ‘1ased uazedngey] ueeleplaquiad Suepig 19[qe ], BUILIDUSW Suek
BUEIY UBLIOJUDIWIY ueIBYISaY ‘ewredy UBLIQIUIUIIY] nqr uored /unueduad
Jojuey ‘UBIBYISIY SBUI(] seuI( ‘uejeyasay Iueprg 9406 1981B UO[BD 2SBIUISIA]
"(Wgrs)
JEXBIBASEJN SISEQI2¢ [BIO0],
‘uedunuaday ISBJIUES UBBUBSB[oW
nyjduewiag Uep AULNd UBIeyasay| Fueny ueejBUY{ UBP FueA ueyeInay
SBUI] ‘UBJBYISIY SBUI(] sBeuI(] wnui ueeliayad Sueprg %8G 39318, /Bsap asejuasiag
‘uejeyasoy suepig
DONNMNANH NVIVdVONHd
MVHId NVJ VOVHINHT aVYMVr NNHV.L (LNdLNO) NVIVNTAN NV.IVIDHIN
‘HVAEVA LVIDNVAH DNADONVNId | NVHV.INIMAWNHd NVSNAN NVJ LHEDHVL

Iomi




‘1213 uvednse ueyequie)
jedepuawu 3ued Sueiny
1Z13 (ejIeq) unyey

‘uedunjuaday nyIuewod UBJRYISay BWI yemeq IpP BISNIAQ
UBp UBJBYISIY SBUI(] sBUI(] ue)Byasdy sSueprg %06 1981, FBUR 98BIUSId] "CT
jnunq 1213
euesye[ eje) ueuederad
Jedepuaw SueA yning 1z13
‘uedunuadoy nyduewog uejeyIsay (e1rRqQ) UNYE) BUI] YEMEQ
UBp UBJBYISIY SBUI(] SBUI(] ueleyasay Suepig 9,001 198181, | Ip BISNIIQ YBUE 9SBIUISII] "7
"(ISV —dW) nq[ nsng
Iy urdurepuad UBUBYEN
‘uedunuadoy nysuewag UBIBYISIY] yedepusw 3ue uerng
Uep UBIBYasay SeUI(] SBUI( UBjeyasay| suepg 9,08 19818, £2-0 BISN YBUE 9SBIUISII] ']
Jisnpisy (Isvy)
ngj nsng 1y jedepuaua
‘uedunuadoy nyjfuewiag UBJBISIY ue[nq g Lrep gueiny
uep ‘UBjByasay SBUI(] seuIq uejeyasay Juepig 0,08 19818 BISN 1AB( 2SBIUISIDd ‘01
DNNMNANIA NVIVdVONHJ
MVHId NVA VOVAINE'T aVmvr NNHV.L (LNdLNO) NVIVNTHAN NV.LVIDAM
‘HVAAVA LVIONVAAd DNNDONVNHd | NVHVINT-MANAd NVSNAN NVA LID¥V.L

l.ﬁNI




‘uedunuaday
nyguewad uep
edrenpay furdurepuag
wi], ‘g¥1d I0IBUIpIooy]
‘Vdddedd seurq

Vdddg3¥dd
SBUI(]

Bsa(g
Uelullowad ‘Yeuy uep
uendwalad uedunpuiprag
UEp BUBOUAIIY

edren(ey ‘uendwaidg
ueeAepiaquiod Suepig

%06 19818,

Bunyumg
O3[ISLIaQ B3Ienyay
uegdurdwepuad

uednye) [

edrenjoytoq uednpiyay

uederfuad eAedn

weep 1ISudagdIdAuoy]
Ue{BUBSIE[AW

uedunuaday
nyduewag

uep ‘uejewreday|
‘Vdddedd seuid

Vdddd¥dd
seurq

UBJBUIBIIY
Jejuuewad ‘yeuy uep
uwendwalsg ueSunpuiliag
uep BUBOUAIYG

edrenoy ‘uenduwarog
ueeieploquiad 3ueplg

%001 :}98r1e],

‘Buyums

ueunInua ueledadiag

wrerep sjeue yede|

uep uvendwoalad yewerx

yeroep redeqos 1Se)IIse]

uexjedepuswr uek
UBJRUWIBIIY 9SBIUISI] ‘G

‘uedunjuaday]
ny8uetuag uep
UBJBUWEIDY ‘URJRYISIY
seul(] ‘uedued
uBUBYEIY SBUIQ

uedued
uBURYRII
SBeuI(]

UBJBUIEDAY JBJULIOWDJ
uep ‘ueleyasay
Fueprg ‘uedued

ueueye}y Sueplg

%001 :1931.],

‘Buyums uBUNINUYJ
uejedadiad Funynpuawt
ynjun uedued uBUBUIBIN
ISusAIIUIBUdW Fuek
UB]BUIBIIY ISBIUISI] "H]

DNNMNANHEd
MVHId NVA VOVEHINET
‘HVAAVA LYVIDNVIAd

YNV
DNNDONVYNHL

NVHV.INIdHWNHd NVSNAN

NVIVdVONHd
NNHV.L
NVd LHDIVL

(ZNdLNO) NVIVNTAN

NV.LVIDHEN

1NNI




“uedunuaday nyjdueiag
uep ‘gy’1d J0yeurpIooy]

Aeuy ue(
uendwaisd ueSunpuifiag
UB(] BUBDUIIIY

“BUBOUAIIQ
edren[ay ueueierad
(poau 1owun) Tynuadiay
sepn Suek gy-1ag

‘Vdddenidd seul( vdddaddd e3ren(oy uep uenduwaiag %L 1eBre], UBYNINGIY ISBIUISII
seuI(] ueeAepraquiag fuepig
‘uegdunuaday nyjguewiag ” ‘TeTetsss
uep g3'1d J0Teurpiooy| Strepig ﬂ:ﬂa n“”. % :MM&ME .sw ‘uesIyer2ur eosed
‘UBJBWEDIY ‘UBIBYISIY Vddda3ldd wefunpurpiag Ue( BURIUSIAY BUBOUAIAQ EBrenyo
seulq ‘vdddeiidd Seulg Seul( edrenpey uep uenduaiog %04 ”avm.ﬂ.mf_. Edﬁmhdﬁonm ISBIUISIO
ueeieploqua Sueprg
‘000°T
1ad g1 1p7Ipas Zurred (61
-S1) (Masv/
“uegdunuaday] ue)RWRIIY ‘Yeuy ueq au Apgeaf sfioadg
nygueudg uep gy1d uenduwarad ueSunpurpag aby) inwp joduwoay
IDJBUIPIOOY ‘UBJBUIEIIY Vdddgiidd UB(] BUBDU3IIY JUINUIN UBIIYR[IY
‘VdddIdd Seuiq SBeUIq edren[ay uep uendwaiag %06 19818, B3uy 98BIUIsSIag
ueefeplaquiagd Sueplg
‘yeyuerd
‘ue8urnjuaday] — ueng ¢ yelos 1z13 1sesinpa
nysuewad uep T G — uep synpordal uejeyosay
edrenay wcﬁﬁmwaum ﬂ%wsmso hwm ﬁwmﬂWMm bm ueguidurepuad ewLIOUSW
wiy, ‘gy1d J0Yyeurpiooy] vdddedd Uep euEOUSIag 3uef (Snd) 1ngns eisn
‘Vddde3idd seulq seul( eSrenyey ‘wendwoiayg %06 39818, ueguesed uored uedne)
ueedeplaqua Sueprg
DNNMNANHA NVIVdVONHd
MVHId NVA VOVENH'T avmve NNHVL (LNdINO) NVAVNTEN NVIVIDHEN
‘HVAAVA LYIONVIEd ONNDONVNId | NVHV.INIRRIANHD NVSNN NVA LIDYIV.L

Imml




‘uedunuaday
nyjdueuwrag

uep ‘rersog seul(q’
uejeUBIdY ‘uedued
UBUBYE}SY SBUI(

UBJBUIBIIY]

“BS3(] YBIULIAWIDG
‘uesued UBUBUEIY
sueprg ‘uejeyasay

uBUBMEN NEJR/UBD
‘Terauru UBp UIWEIIA
‘meqeu urejoad ‘Tuemay
urajoxd ‘yeIp-ryoqresy) anje)
uep seiaq urepas uedued
UBNjUeR( ISELIBA BUILISUITU
dued (enpeq) unye;

BNP yBME( IP BISNIAQ
Jeue UBp Insniuaw

nqr ‘nurey nqr ueduop
() YeejuR BwLIdUd]

‘ueIBlIsSIY SBUI(] [eISOS Seul(] suepig ‘teisog suepryg 2406 1A3IB], Bireniay aseIuIsSIag
‘L198ou urerep uel
‘uegdunuadoay] BSI(] YBJULIQWId Iswnsuos uejyesguruad

ny8uewad uep

ue(] ‘Uueleweddy

sowoxd uesjedepuawu

‘UejBuIBddy ‘UBUBYLIa] ueueLIad ‘uejeyasay suepig Suek buyums O3ISLIAq

SBUl(] ‘UBJRYASIY SBUI(] SBUI( ‘ueuesLIad suepig %06 : 198r1e], efrenyoy asejuasiog
‘uesunuaday]

ny3uewad uep ©BS9(] UBYBIULIDUWI] 1213 uednse

‘uereWRIAY ‘UBUBYLIa] ‘uUeleUIRIdY ‘UBUBRNLIa] uejexduruad ynjun

SBUI(] ‘UBYBUII] BINJNNIMIOH dueprg ‘ueyeuIdld uedueresad edep Joquins

uep UBUNQaNIad uep uedued uep uBUNgayIad Fueplg jeejuewr uesjedepudur

SBUI(] ‘“BININNILIOH UBWEUE ], ‘ BININHIIOY uep Fuek bunyunis o3IsLIaq

uep uedued uBWRBUE], seul(] uefued uveweue], ueprg 94,0/ 19318, B3Ien[os] asejuasiag

“BUBIUIQ
ueepeay weep

I NSBULIY) JBBIBASBL
uep ‘e3Ien[ay ‘nprarpur
113 uep ueldued
UBYNING2y [YNUIWIA

jeseredsew uep ‘edrenoy ‘npiarpur jexsdun eped 1213 uep uelued ueueyeR}ON UBIENSUIUI] :f Je[Id

DNNMNANAL
MVHId NVA VOVEINA'T
‘HYAAVA LVIDONVI A

avmvre
DNNDONVNI

NVHVINIAHNHEd NVSNRIN

NVIVdVONHd
NNHVL
NVd LHDAV.L

(LNdLno) NvaIVNT1ad

NV.LVIOHN

l._TNI




‘uedunuaday

njduewdd uwep ydddeadidd
SBUI(] ‘UBJBYISIY

SBUI(] ‘TRISOS seuI(

Te1sog seui(

UBJBUIBIIY ‘BSI(]
YeULIdWR ‘Yeuy ue(
uendwalad uedunpurptad
ue(] BUBOUAIYG

edrenay uep uenduwaiog
ueeABpIaqUId]

dueprg ‘uejeyasay
3uepiq ‘reisog Suepig

%06 1e8re ],

‘TRUNJUOU

uedued uenjueq BWLIDUIW
SueA [ersos ueeIa)yelosay
yeresew Suepueiuad

uBp UR{SIU SNJeIS

ueduap (SNd) Ingng

eIS uUeduesed uednse)

‘ueBunuaday
nyjduewad

Uep vddddgMdd
seul(] ‘uejeyasay

UBlBUIBIIY ‘BSa(]
UBlULIUWRd euy ue(
uenduwalagd uwedunpurprog
ue( BUBDUAIYG

e3dren(ay uep uenduwaiog
ueeAepraquiag Suepig

‘Jeredsiaq

reun) uenjueq BUWLIDUIW
dueA [ersos uerIiajyelosay
yeresew Juepueduad

UBp UR{SIW SNJE)s

seul(] ‘[BIsoS seuIq [BISOS seuI( ‘uedued UBUBYR]IY 9,06 19818, ueduap (Snd) Ingng
Jueplg ‘reisog uepig BISM ueduesed uednie)
ISV -dI)
nqj nsng Jary surdurepusg
DNNMNANAd NVIVAVONHJ
MVHId NVA VOVAINHT avmvore NNHV.L (ZndLNo) NVEVNTHE NV.ILVIDIN
‘HVIAVA LVIONVIEd DNNDONVNIL | NVHV.INIR[IANAd NVSNN NVJ LHDAV.L

ImNI




‘bununis UBUNINUIJ

uejedadtag bunyums
UBJeweIay] ISUIZI2AUOY WEEpP ueunInuad uejedaoisg
‘ueduequiafuad ue(] {req elroun pyruat npediad) 1senjeay
uenIpPuUyd ‘Ueunduequiag SueA uBjRUIBIIY Uep UBNBJUBWAJ WIJISIS
uegunuaday nj8ueway | Sueqiepaddeg UBBUBIUIIY Sueprg 9,06 19818, ISBIUISI] uejenguad uesnieW B
uep sueqjepaddeg
ISeAOU} UBp JosLI ‘ISBULIOjul ‘Blep ‘walsis uefuequeSuad uep uejenduay g Jeqy
uBjBWEIIY “BSa(
UelULIdWd ‘Yeuy ueq
uendwaiagd uedunpuiptad ‘UBJBYISII UBUTUIR
ue(] BUBDUDIIE (19d) uveiny uenjueg
‘uedunuaday] edren[ay uep uendwaiag BUILIDUYJ Ipefuawr Suek

ny3uUBUId{ UEBp
Vdddd3ldd Seul(J [e1sos
SBUI(] ‘UBJeyasay Seul(

[e1sos seur(

ueedepraquiad
Fuepig ‘uereyasay
dueprq ‘Teisog Suepig

%001 19818,

ndurew syepr} uelo uep

ur{sTw e (SNd) Inqng
BIS) uedueseJ uedne)

DNAXMNANAd
MVHId NVJ VOVEINET
‘HYAAVA LYMONVAH

gavmvre
DNNDONVNH

NVHV.INIEHNHd NVSNAN

NVIVAVONHd
NNHV.L
NVA LIDAVL

(INdLNO) NVEVNTIN

NVILVIDHEM

IONI




‘uegunuaday nyFuewiog
BlIRs ‘Jode)sojuruioy
SBUI(] ‘UByeUIald

uep Ueungayiag

SBeUl(] ‘BIm[N3NoH

uep uesued UBLIBUE ],
SBUI(] ‘UBBABPNQYY

uep uexIpipusq

SBUI(] ‘UBUBNLIa] SBUI(
‘uesued uBUBURIIY SBUI(]
Y.LNd seulq ‘aiNd seuiq
‘Tersog seui( ‘Uejeyasay
SBUI( ‘VdddgMdd

uelURIdd Jueplg
‘uByeuIdlad ueplg
‘uefued ueUBYRIIY
sueprg ‘ueelepngay

uep uBYIpIpuad sueplig
‘amur) ueeliaxad Sueprg
‘uejeyasay suepig
‘ueduequioBusd ue(

unye} denes
ey (enp) g

buyumg

ueuninuag uejedadiag
[BUOISEN 1321B1S

ISEN[EA] UBP UBNBIUBWID]

seul(] ‘Suequrepaddeg SddlL ueneaudd ‘uBunduequuag [ewrrurua 31981, eAueregdduoesia], t
URBUBOUAIR] Fuepig
‘uedunuaday nySuewag UBJBIIBIIY
uep UBJBUWBIIY ueduequiaduad Ue((
‘1adejsojurioy] uenIPuld ueunsuequiag unye)
SeUl(] ‘UBIBYISIY UBJBeyasay] UBBUBIUIII] denes seyqgnd Jased uajednqgey]
seul( ‘3ueqiepaddeg seurq Sueprg‘uereyasay Sueprg | (niesg) 1 98rey | 1p Auyuns elep I1seynqng
BS9(]
JBIULIdWRd UBJBUIBIIY ‘Bunyumg
‘ueuequiaduag ue(g ueunInUad ueijedadiad
‘uwedunuaday nyBurusg UBnI2Ud{ ‘ueunduequiag ISUQZISAUOY UTIe[ep ¥req
uep ‘ueyeuredd’] qiNd ueBURIUAI Fueplg elrauny miuwow duek esag
seuI(] ‘Suequepaddeg anNd seurq ‘esa(] uep jeyeIeiSepl %06 :1981e], UBIULISUWId] 9SBIUISI]
ueeABpIoquUId Sueprg
DNNANEd NVIVAVONdAd
MVHId NVA VOVEINH'T avVmve NOHVYL (LNdLNO) NVIVNTH
‘HYHAVA LVIONVAHEd ONNDONVNHL | NVHV.INIIHNAd NVSN NVA LHDYVL

NV.LVIDHEM

IN-NI




‘ueSunuaday nyguewog
elIas ‘1adejsojuruoy]
Seul(] ‘UeeuIalod

Uep UBuUNqa¥Iad

Seul(] ‘eamnmoH

uep uegueJ UBUWEUE],
seul(] ‘ueeAepngoy]

uep ueyIprpusd

Seul(] ‘UBuUBYLIad

seul( ‘uedued
ueueye)ay] Seuld ‘ALNd
seulq ‘ad seulq
‘Tersog seuI(] ‘Uejeyasay
seulq ‘VddddMdd

BIN)NNIOH
ue(] Uedued UBWEUR],
Suepiq ‘ueefepnqoy

uep ueyIpipuad Suepig
‘esa(] uep jeyeIeASEN
ueeleploquiad Suepig
‘ueuerLIad 3ueplg
‘ue3ued UBUBUE]IY
Fueprg ‘wrnuin
ueel1oxdd Suepig ‘Teisog
Fueprg ‘uejeyasay|
Suepig‘ueseuIalad

Uep UBUNga¥Iad Juepryg
‘uerpuesIad Uep }Nsneis
“BXIIBULIOJU] ‘ISEqIUNUIO]
dueprg ‘ueduequiafuag
UEp UBnIPUd

unye) denes
ey (enp) g

Jeloe( JBJULIUWId]
Ip bunums ueuUNINUI]
uejedadiad ISenfeay
uep uenejuewdd

seul(] ‘Sueqiepaddeg SddlL ‘qesoep ueunduequing rewrurw ;jo8Ie ], eAuereS3uoasia],
ueBUBIUAIA] Fueprg
BS(]
‘uedunjuaday] nyFuewag JelULIdWAd “S[euy Uep
uep edrenay Surdurepusg uenduwaldd UBSunpuIpIa ‘Bunums oxISLIaq
wil ‘gMId JIOJBuIpIoOy] vdddidd Uep BUBOUAIIG uenqg g denag eiren[oy sue[aAInS
‘Vdddeg3idd seul(] seulqg edrenyay ‘uenduwalag unye], 1 :3edre] [ISey ejep BAUBIPaSIa],
ueelepioquiod Sueplg
‘(uiqoi3oway) erurauE
‘uedunuaday] snjels ueesyLouwad
nyjsuewag UBp SBWSASNJ UBIBUISIY ueuefe] ewLIaudwW Juek
‘UBIBYaSIY SBUI(] SBeulI(] uBlBeyasdy Suepig %06 19818, nd efewal aseuasIag
DNNMNANEd NVIVdVONdd
MVHId NVA VOVEWNA'T aymvre NOHV.L (LNdLNO) NVIAVNTE3 NV.IVIDHEN
‘HYHAAVA LYMONVIA DONNDODNVNIL | NVHV.LNIMINId NVSNN NVA LEDAVL

IwNI




BlIas ‘1ode)sojuruioy]
SBUI(] ‘Ueyeuldlad

UBp UBUNGII3]

SEBUl(] “BIM}[NINOH

uep uelueq UBWRBUE],
Seul] ‘ueedepnqay]

uep UexIprpuad

Seul(] ‘uBuBILIdd

Seul(] ‘uesued
ueueye)ay seul( ¥LNd

‘BS(] UBD JBBIBASE
ueeAEpIloquUIdd Sueprg
‘reuesLRd suepig
‘uedued UBUBYRIIY
Sueprg ‘wnuin
ueel1axad Juepig ‘Tersog
Sueprg ‘uejeyasay]
Fueprg ‘UeNBILINJ

uep UBUNQINIa ueprg
‘UBIpuBSIad UEp YNSRI

weyeInay /esag
YejuLauag

Seul(] ‘(QANd seulq ‘BXIJBULIOJU] ‘ISEqTUNUIOY] unye) denes Ip buyunis ueUNINUIJ
‘TeISOS SBUI(] ‘UBJBYSIY Sueprg ‘uefuequialuay ey (enp) ueredadtad 1seneas
seulq ‘vdddadidd uep uenipuag ¢ [eururu UEP UBNBlUBUR]
seul(] ‘Suequrepaddeg dINd seul( ‘geioep ueuNIUBqUI] REYALCA] eAueredduaasia],
UBBUBIUAI] Bueplg
ueelepnqayy
uep uexIprpuad suepig
‘uedunuaday nyFueway ‘esa(] Uep JeyeIRASE
BlI9s ‘1ade)sojuroy] ueeAepiaquiad Sueprg
SBUI(] ‘UB3BUIdY] ‘uBueyLI Sueplg ‘uelueg
UEp UeuUnNgaxIad ueUeRyRII) Jueprgiumnun
Seul(] ‘enmnynoH ueel1a3jod Suepig
uep uegueq ueureUR], ‘feisog gueprg‘ueieyasay]
seul(] ‘ueedepngay Fueprg ueyBuIaNg
uep ueyIprpudd uep UBUNQHII]
SBUI( ‘UBUBNLI] 3ueprg ‘verpuesiad
seul(] ‘uedued uep 1snels esreuLoju’
ueueyelay seurq V.LNd ISEXIUNWOY] ‘UBJBUTEIIY
SBUIJ ‘QId SBUI( suepig‘ueduequioduag unye) denas Ip bugums ueuNINUYg
‘Te1IS0S SBUI(] ‘UBIBY 2SI uep ueniERuad ey (enp) uejedadiad 1senreay
seulq ‘vdddgidd ‘yelsep ueuUN3UBqUIJ ¢ rewnurw UEep UBNE)UBWI]
seurq ‘ueqirepaddeg Sddl UBBUBIUAIY] Suepig nosre], eAueIe33ugasIa,
DNNMNANAd NVIVAVONHd
MVHId NVA VOVENH'T avmve NNHVL (INdINO) NVIVNTAN NVLVIOAN
HVIAVA LYIONVIA DNMNODNVNHAd | NVHVINIRIHINAd NVSNNN NVQA LHDAVL

IO.N|




BS3(] UBJULIDWI]
UBD UBJBUIBIIY]

“BS9(] UBp jeseIRABSEBN
ueeAepIaquad Sueprg
‘uefuequofuag uep
uBnIRUY] ‘uveunduequiag

UBBUBDUIIY] buyumg ueunInuag

‘uedunjuaday] nyBuewag uep Fueprq ‘uerpuesIag uejedaoiad ynjun

‘uejeureddy ‘rodejsojuruoy] Jodejsojurwoy | UBp yNSHe)S ‘exneuLIOju] npedia) ISBULIOJUT UEp
seul( ‘Sueqiepaddeg seul( “iseyiunwoy] sueprg WISIS [ :198Ie]| ®BIBp WOISIS BAURIPISIA], 7

UBJBWIEDIIY YBJULIDWI]

“esa(] YBjuLIdWa] ISeIgojuLIa)
uep ‘uveduequiafusg BIRIIS buyunis UBUNINUIJ
uep uenIRuUad uejedsorad Funynpusw
‘UBBUBDURIY Sueprg Suef ueyein|ay /esap euep ‘npedy
"BS3(] YBIULIDWID] ‘Jesy uep ueguenay] UBp YeIdep 93 IJJSULI) ISEULIOJUI UBD BlEp
‘Sueqiepaddeg (qyyg awvigd ueejopduad Fuepig wa)sIS T :j9dre] BUED WI)SIS BAURIPISID, 'T | walsis uexduequiaguaw ‘q

BS9(] YBJULIDWSJ UBp
UBJBUIEDIY ‘UBIBISIH

3uepryg ‘yeuy ueq ‘Buyumg

‘uegdunuaday nyduewag uenduwaiagd uedunpuiag (eanpeq) unyel enp

Uep ‘Sewsaysnd ‘Uejeyasay] Vdddgidd ue(] BUBOUIIG gemeq Ip BISNIaQ 3eue
SeUI(‘Vdddg¥dd seulrqg seuIq edrenay uep uenduwaiag 9,0G :1981R ], upne edAuered3dusasiag, ‘g

ueelepiaquad Juepig

ueBABDPNQIY
‘uegunuaday nSuewayg uep ueyIipipuad suepig
ONNMNANAd NVIVAVONHd
MVHId NVA VOVINAT VMV NNHVL (Lnd1no) NvIvVNTa NVIVIDEN

‘HYNEVA LVIONVIAd ONNODONVNHC | NVHV.LNIAINEd NVSNNN NVQd LIDAV.L

Ioml



SBUI( ‘UBHIPIPUI]
‘Buequrepaddeg
‘aNd seulqg

dnd seurq

suepiq ‘esaq
uep jeyereisepn
ueeAepIoqUUa]
suepiq

%001 1981.],

buyums ueunINUayd uejedodiag
uegurdurepuad BUILIAUI
Sued  uejeweddy  IseIUISIOg

uesuequagduad

B1I19S ]9SLI ISBAOUT UBP
uelensuad ueynyeRW O

UBJEWEIIY]

Uep ‘Gg)'1d J0IBeuIpIooy]
Iodejsojunuoy] seurq
‘Vddd€edldd Seulq ‘uejeyasay

seul(q ‘YASvVd usredngeyy
Bwedy UBLIJUIWIDY JOJUBY

Vddd93dd
seui(]

UB)BWBIIY]
‘uelByasSay
gueprg ‘ewreSy
UBLID}UIUWIIY]
‘uerpuesiag
uep Anspels
‘BxqneuLIOjU]
“seyunuwoy|
Sueplg  ‘“Seuy
uep uendwarog
ueSunpurpiog
uep BUBDUDIYG
edrenyoy
‘uendurarag
ueeAeplaoquiag
3ueprg

wA)sIs T :1981e],

‘yextu ders (Snd) inqng
els() ueduesed uored Supasuoy
uep JUIULINS WISIS BAUBIPISIO] ‘b

‘uedunjuaday niduewog
uep ‘gy1d I07eurpiooy

‘radejsojuruuoy]

seuld ‘Vdddesidd seuiq

Yddde3¥ldd
SBUI(]

UBJeWEIAY
‘esa(g
UEJULIOW™ ]
‘ueIpuesIad
Uep 3nsnels
‘BxneuLIOjU]
‘IS IUNWOoY
Sueprg euy
uep uenduarag
uB3unpuiLIag
Uep BUBDUIISY
B3Ien[oy
‘uendwalsg
ueelepraquiag
3ueprg

ueing g denas
Bjeq [ }981e],

(vDIS) edrenjay

ISBULIOJU] WIJISIS IN[R[oW

uerIIyeINuLR) uek buyums
OYISH B3IEN[9Y BJep BAUBIPISId], ¢

...._HMI




I'ravd INHVA

PR

YASVd 1LvdNnd

‘ueBunjuadoy
n8uBUIdd UBP ‘UBJBUIBIIY
‘uBIeyasay SBUI(]

uBlBeyasay
SBUI(

UBJBUIBIIY
UejuLRuad
‘UBIBYSIY

gueprg

%001 31931.],

puyums uweuninuad njun 1zid
ISUQAIIUI UBNBIUBIII] UTE[ED
HIUOJINI[ 1213 SUB[I2AINS BIBD
WRISIS UeyIsejuawdwiduaw
Fued urjeURIIY ISBIUISII]

‘uedunuaday nyfuBuiog
uep ‘ueedAepngay

uep uexIprpuad

seul ‘Sueqiepaddeg

Bueqrepaddeq

ueeAepngay
uep uerIpipuad
sueprg
‘ueduequiagduag
Uep Ueniauadg
‘UBBUBIOUIIN]
Suepig

uluIn3o(g
1 10818,

‘Buygumg

uBUNINUYg uejedadad jynjun
uenyeladuad 3eqiaq (wuofind)
el193 euBOUAI BAUUNSNSIY],

‘uenyelagduad
ueeoraguad
waIsSIS ueyduequaduawl ‘p

‘uedunuaday]
nyduewad uep 13aur],
wenindiad ‘vdddgidd

UBJBWEIIY
‘ueeAepnqgoy]
uep ueyIpipuad
3ueprg ‘yeuy
uep uendwalag
uegunpuIIad
Uep BUBOUAIYY
egrenyay
‘uendwalag
ueeAeploquidg
Suepig
‘ueBuequoduag
uep uenipuad
‘meeueOuUlIad

"138un
venangiod euweyq L] Imepw

ISBAOUI UBD
Jos1I [iIsey ueleejuewad

INMUI




